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ABSTRAK 

PENGARUH AKUNTABILITAS TRANSPARANSI DAN PERAN 

PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA DESA DI 

KECAMATAN SECANGGANG 

 

Ade Lili Maryanda 

 

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

adelilimaryanda@gmail.com 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas 

terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa 

di Kecamatan Secanggang, pengaruh transpransi terhadap pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa di Kecamatan secanggang, 

serta pengaruh peran perangkat desa terhadap pengelolaan anggaran dan belanja 

desa (APBDes) pada Desa di Kecamatan Secanggang. Penelitian ini merupakan 

penelitian Asosiatif dengan pendekatan Kuantitatif. Adapun hasil dari penelitian 

ini adalah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes di 

Kecamatan Secanggang, dengan arah pengaruh positif. Hal ini yang artinya jika 

semakin baik akuntabilitas maka semakin baik pengelolaan APBDES yang di 

lakukan pada Pemerintah Desa Tersebut. Transparansi berpengaruh terhadap 

Pengelolaan APBDes di Kecamatan Secangang, dengan arah pengaruh positif. 

Hal ini yang artinya jika semakin baik Transparansi maka semakin baik 

pengelolaan APBDES yang di lakukan pada Pemerintah Desa Tersebut. Peran 

Perangkat Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan 

Secangang, dengan arah pengaruh positif. Hal ini yang artinya jika semakin baik 

Peran perangkat desa maka semakin baik pengelolaan APBDES yang di lakukan 

pada Pemerintah Desa Tersebut. 

 

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Peran Perangkat Desa, APBDes, Desa, 

Kecamatan Secanggang. 
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ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, AND THE 

ROLE OF VILLAGE OFFICIALS ON THE MANAGEMENT OF VILLAGE 

REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET (APBDES) IN VILLAGES IN 

SECANGGANG SUBDISTRICT 

 

Ade Lili Maryanda 

 

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  

adelilimaryanda@gmail.com 

 

This study aims to examine and analyze the influence of accountability on the 

management of village revenue and expenditure budgets (APBDes) in villages in 

Secanggang Subdistrict, the influence of transparency on the management of 

village revenue and expenditure budgets (APBDes) in villages in Secanggang 

Subdistrict, as well as the influence of the role of village officials on the 

management of village revenue and expenditure budgets (APBDes) in villages in 

Secanggang Subdistrict. This research is an associative study with a quantitative 

approach. The results of this study indicate that accountability has a positive 

influence on the management of APBDes in Secanggang Subdistrict, meaning that 

the better the accountability, the better the management of APBDes carried out by 

the Village Government. Transparency also has a positive influence on the 

management of APBDes in Secanggang Subdistrict, meaning that the better the 

transparency, the better the management of APBDes carried out by the Village 

Government. The role of Village Officials also has a positive influence on the 

management of APBDes in Secanggang Subdistrict, meaning that the better the 

role of village officials, the better the management of APBDes carried out by the 

Village Government. 

 

Keywords: Accountability, Transparency, Role of Village Officials, APBDes, 

 Village, Secanggang Subdistrict. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

UU No.6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepenting masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kewenangan yang dimiliki desa tersebut disebut dengan otonomi desa.  

 Desa sebagai otonom memiliki hak-hak istimewa, seperti pengelolaan 

keuangan desa. Dalam UU No.6 Tahun 2014, segala hak dan kewajiban di desa 

yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan benda 

fisik yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, termasuk dalam 

ruang lingkup keuangan desa. Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli 

desa yang dibeli atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

atau hak lain yang sah termasuk dalam aset desa. 

 Pengelolaan keuangan desa (Soleh,2015) adalah pengelolaan keuangan 

desa (APBDes) yang mencakup perencanaan,penatausahaan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Sementara itu menurut Permendagri nomor 

113 tahun 2014 pasal 14 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah 

keseluruhan kegiatan yag meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Umami,2017).  
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 Menurut Badan Pengawas keuangan dan pembangunan (2015) Pemerintah 

desa dalam mengelola keuangan desa dilaksanakan berdasarkan praktik-praktik 

pemerintah yang baik. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima 

oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia(SDM) yang memadai 

baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum 

memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan 

keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBDes). Besarnya dana desa yang harus dikelola 

oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, 

khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang 

tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintah 

desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpretasikan oleh 

BPD harus memilik pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lainnya, serta memiliki  kemampuan untuk melaksanakan 

pencatatan,pelaporan dan pertanggungjawaban.  

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari 

keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan Badan permusyawaratan 

desa (BPD) yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari 

pendapatan,belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan dan belanja desa 

(APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan 

aloaksi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun (Maryani & 

Rusmianti,2018).  
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 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan susunan 

rencana atau tatanan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBDes) sangat penting perannya bagi pemerintah 

desa karena APBDes merupakan komponen utama dalam pembangunan desa, 

serta menjadi arah pembangunan kebersamaan, dan menigkatkan kesejahteraan 

maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang hidup dengan sumber daya 

yang terbatas dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa 

terhadap kehidupan masyarakat desa.  

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Secanggang, Kabupaten 

Langkat. Kecamatan Tersebut memiliki 10 desa yaitu Desa Telaga jernih,Kebun 

kelapa, Sungai ular, Secanggang, Cinta raja, Karang anyar, Suka mulia, Teluk, 

Pantai gading, Karang Gading. Alasan Peneliti Memilih Desa di Kecamatan 

Secanggang sebagai Obyek penelitian adalah karena faktor geografis dan Praktis 

seperti keterbatasan waktu, biaya dan tenaga.  

Berikut Tabel Laporan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 

pada desa di kecamatan secanggang tahun 2023: 

Tabel 1.I. Tabel Laporan APBDes Pada Desa di Kecamatan Secanggang 

Tahun 2023 

No Wilayah/Desa 

Pendapatan 

( Dalam Rupiah ) 

Belanja 

( Dalam Rupiah) 

Anggaran  Realisasi  Presentasi Anggaran Realisasi  Prsentasi 

1. Telaga Jernih  1.817.544.000 1.719.500.000 99,65% 1.823.222.985 1.700.298.000 99,60% 

2. Kebun Kelapa 1.610.479.000 1.558.890.000 99,04% 1.605.593.099 1.501.235.000 99,10% 

3. Kepala sungai 1.592.290.000 1.590.300.000 99,85% 1.603.438.128 1.603.438.128 100% 

4. Secanggang 2.110.959.000 2.000.898.000 99,14% 2.156.167.063 2.156.167.063 100% 

5. Cinta Raja 1.150.545.000 1.049.168.016 89,99% 1.168.262.795 1.056.173.440 85,89% 

6. Perkotaan 1.340.134.000 1.340.134.000 100% 1.372.458.345 1.261.930.639 89,99% 

7. Suka mulia 1.680.973.140 1.470.487.000 99,4% 1.664.009.520 1.467.000.320 88,79% 

8. Sungai Ular  1.216.250.000 1.216.250.000 100% 1.233.831.884 1.233.831.884 100% 

9. Pantai Gading 2.064.926.000 2.064.926.000 100% .2.044.926.000  2.044.926.000 100% 

10. Karang Gading   1.735.743.346 1.734.837.691 100% 1.758.728.457 1.711.237.839 99,79% 

Sumber : https://sid.kemendes.go.id 
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja 

desa pada desa di Kecamatan Secanggang terkait Anggaran dan realisasi telah di 

realisasikan dengan baik, Dari beberapa desa di Kecamatan Secanggang Jumlah 

APBDes tertinggi di peroleh oleh desa Secanggang dengan total pendapatan 

Sebesar Rp. 2.110.959.000 dan Total Belanja Sebesar Rp. 2.156.167.063. 

Sedangkan jumlah APBDes yang terendah di peroleh Desa Sungai Ular dengan 

total pendapatan sebesar Rp. 1.216.250.000  dan total belanja sebesar Rp. 

1.233.831.884.  

Namun Permasalahan yang ditemukan pada beberapa desa di Kecamatan 

Secanggang yaitu Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

Yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban belum dilakukan secara optimal, terlihat dari pelaksanaan 

pada beberapa desa yang Presentase laporan APBDes nya belum semua nya 

terealisasikan 100%. Dilihat dari Peraturan desa No 7 tahun 2023 tentang 

APBDes menyatakan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja desa harus 

terealisasikan seluruhnya(100%). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) adalah akuntabilitas,transparansi dan peran perangkat 

desa itu sendiri. Menurut (Umami,2017) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban atau tindakan seseorang/badan Hukum atau 

pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan 

untuk meminta keterangan suatu pertanggungjawaban. (Fajri,2015) menjelaskan 

bahwa akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab 

atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 
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hasil yang ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang 

dikerjakan secara berkala. Fenomena dari variabel Akuntabilitas adalah dalam hal 

pertanggungjawaban laporan keuangan yaitu masih terdapat desa yang belum 

melaporkan Laporan pertanggungjawaban APBDes. Dalam Permendagri No 20 

tahun 2018 Kepala desa wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDes yang tersaji Kepada Bupati/Walikota melalui 

camat setiap akhir tahun anggaran. 

Transparansi merupakan aspek mendasar bagi terwujudnya 

penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, Perwujudan tata pemerintah yang 

baik mensyaratkan adanya keterbukaan,keterlibatan dan kemudahan akses bagi 

masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah,Keterbukaan dan 

kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh 

untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya (Umami,2017). Permendagri 

Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya 

tentang keuangan desa. Permasalahan dari variabel transparansi adalah di duga 

salah satu kades tidak transparan dalam penggunaan APBDes pada tahun 2023 

dapat dilihat dari tidak adanya papan informasi mengenai Pengelolaan dana desa. 

Berdasarkan peraturan desa nomor 7 tahun 2022 menyatakan bahwa Anggaran 

pendapatan dan belanja desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran masyarakat desa. 
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Peran Perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan 

fungsi pemerintahan,jenis,kedudukan dan tugas nya. Jadi tidak ada lagi perangkat 

desa yang tidak membantu dalam pengelolaan Apbdes dan tidak ada lagi kepala 

desa yang mengelola sendiri Apbdes untuk kepentingan sepihak. Dengan 

berperannya perangkat desa itu sendiri akan menjadi lebih akuntabel dan 

transparan. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan 

masyarakat dan sega sumber daya yang kita miliki secara baik (Good 

Governance) yang dicirikan demokratis juga desentralistis secara baik 

(Indrisari,2017). Penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa 

ada hubungan kontraktual antara principal dan agen dimana kepala desa 

bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan terhadap perangkat desa sebagai 

agen yang ikut berperan dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan 

dan belanja desa. 

 Dari Penjelasan diatas, Memiliki makna bahwa Akuntabilitas, 

Transparansi dan Peran perangkat desa memiliki peran penting yang saling 

berkaitan dan sangat dibutuhkan dalam suatu pemerintahan. Dengan adanya 

Transparansi maka akuntabilitas dapat diterapkan dengan baik. Secara garis besar 

Akuntabilitas dan Transparansi adalah salah satu bentuk pertangungjawaban 

pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa kepada masyarakat secra jujur 

dan terbuka melalui media penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh 

masyarakat. Akuntabilitas dan Transparansi dapat digunakan untuk mecegah 

terjadinya penyelewengan atau manipulasi dimana hal tersebut hanya akan 

menguntungkan salah satu pihak saja dan merugikan pihak lain. 
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Penelitian sebelumnya yang membahas tentang Akuntabilitas dan 

Transparansi diantaranya dilakukan oleh (Melia widia rahmayani&Engkun 

Kurnadi.,2022) yang berjudul “ Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas  

terhadap pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (studi pada seluruh 

Desa di kecamatan Kadipaten)”Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBDes, 

Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBDes. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Vini Agustiana) yang berjudul “Pengaruh 

Akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa” 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa , Transparansi 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.  

 Berdasarkan ketidak konsistenan dari penelitian terdahulu, latar belakang 

serta fenomena yang terjadi Peneliti memiliki ketertarikan melakukan penelitian 

ini dengan menambahkan variabel X3 yaitu Peran Perangkat Desa,Berdasarkan 

penjelasan tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Peran Perangkat Desa Terhadap 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) Pada Desa di 

Kecamatan Secanggang “ 

1.2 Identifikasi masalah  

 Berdasarkan Uraian dan Latar belakang masalah maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Yang 

meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban belum dilakukan secara optimal. 

2. Masih terdapat Desa yang belum melaporkan Laporan pertanggung 

jawaban APBDes. 

3. Kurangnya Transparansi Perangkat desa Kepada Masyarakat Mengenai 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBDes) Pada Desa di Kecamatan 

Secanggang? 

2. Apakah Transparansi Berpengaruh terhadap pengelolaan anggararan 

pendapatan dan belanja desa (APBDes) Pada Desa di Kecamatan 

Secanggang?  

3. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada desa di 

Kecamatan secanggang? 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan Masalah diatas, Tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada 

Desa di Kecamatan Secanggang. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transpransi terhadap 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada 

Desa di Kecamatan secanggang. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh peran perangkat desa 

terhadap pengelolaan anggaran dan belanja desa (APBDes) pada Desa di 

Kecamatan Secanggang. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

antara Lain :  

1. Bagi peneliti sebagai langkah awal dalam pengaplikasiannya ilmu yang 

diperoleh selama duduk di bangku kuliah serta menambah wawasan dan imu 

pengetahuan mengenai pengaruh akuntabilitas,transparansi dan peran 

perangkat desa terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. 

2. Bagi pihak Kantor desa pada Kecamatan Secanggang  sebagai bahan masukan 

dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Sehingga 

dapat meningkatkan kesehateraan masyarakat setempat. 

3. Bagi peneliti lain sebagai bahan acuan dan pertimbangan yang nantinya 

diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan 

pembaca serta sangat diharapkan dapat diperguankan sebagai bahan refrensi 
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dalam penyusunan tugas akhir atau melakukan penelitian yang berhungan 

dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di 

kemudian hari.  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teori agensi ( Agency Theory ) 

 Teori agensi dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara 

akuntabilitas,transparansi dan peran perangkat desa dan pengelolaan Apbdes. 

Dalam konteks ini, teori agensi mengacu pada hubungan antara pemegang 

kepentingan (Perangkat Desa) yang bertindak sebagai agen dan masyarakat 

(Pemilik Modal) yang mempercayakan mereka untuk mengelola Anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBDes).  

 Menurut Ismail dkk (Ismail et al., 2016) Agency Theory adalah penjelasan 

hubungan kontraktual antara egen dan parcipal. Pihak Agent merupakan pihak 

yang mendapatlan amanat daro pihak principal untuk melaksanakan seluruh 

aktivitas atas nama principals, dalam hal ini agent memiliki kapasitas selaku 

pengambil keputusan. Teori keagenan akan tepat untuk menjelaskan hubungan 

principal dan agen dalam mengelolaan Apbdes (Rahmayani, 2022). 

 Dalam teori agensi, isu-isu yang relevan termasuk masalah keagenan, 

informasi asimetris dan insentif. Pemerintah desa ( perangkat desa ) memiliki 

kewajiban untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa ( Apbdes ) 

dengan transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Namun, ada potensi Konflik 

keagenan dimana perangkat desa ungkin memiliki insentif untuk tidak mengelola 

dana dengan baik, karena mereka dapat memiliki kepentingan pribadi atau 

kurangnya pengawasan. Akuntabilitas dan transparansi dapat membantu 
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mengatasi masalah informasi asimetris dengan memberikan masyarakat akses 

informasi yang diperukan untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Peran 

perangkar desa yang efektif juga dapat mempengaruhi hasil pengelolaan Apbdes. 

 Dengan Menggunakan kerangka teori agensi, penelitian dapat menguji 

sejauh mana akuntabilitas, transparansi dan peran perangkat desa mempengaruhi 

pengelolaan Apbdes serta apakah mereka membantu mengatasi masalah keagenan 

yang mungkin muncul dalam konteks pengelolaan dana desa. 

2.1.2 Akuntabilitas  

2.1.2.1 Pengertian akuntabilitas  

 Mahsun (2016, hal. 169) secara sempit Akuntabilitas adalah Bentuk 

Pertanggung jawaban yang mengacu kepada siapa organisasi atau pekerja 

individu yang bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggung jawab. 

Sedangkan dalam pengertian luas akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak 

pemegang amanah untuk memberikan petanggungjawaban, menyajikan, 

melaporakan dan mengungkapkan segaa aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawab nya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas dapat di 

artikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksnaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang 

dilaksanakan secara periodic (Edowati et al., 2021). 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas 

adalah segala bentuk pertanggung jawaban aparatur pemerintah desa mulai dari 

perencanaan hingga pengawasan kegiatan harus benar benar dilaporkan dan 
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dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Dalam meningkatkan 

kinerja pemerintahan yang baik membutuhkan sistem akuntabilitas yang berarti 

kinerja penmerintah tingkat desa mulai dari perencanaan untuk bertanggung jawab 

atas penggunaan anggaran, bertanggung jawab kepada pemerintah dan aparatur 

desa, serta melaporkan kepada masyarakat dan jajaran pemerintahan yang lebih 

tinggi sesuai dengan Perundnag –undangan (Astomo, 2018). Akuntabilitas 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja instansi pemerintah sehingga 

menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. 

Akuntabilitas mencakup dua jenis yaitu Akuntabilitas vertical dan akuntabilitas 

Horizontal (Mahmudi, 2013, p. 9). 

 Dalam Pengelolaan Apbdes Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai 

perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan 

Apbdes yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan melalui media pertanggung jawaban Periodik. Menurut (2016). 

Akuntabilitas dalam proses pengelolaan Apbdes adalah kesediaan dari para 

pengelolaan Apbdes untuk menerima Tanggung jawab atas apa yang ditugaskan 

kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan dan dilaksanakan secara transparan 

dengan melubatkan partisipasi masyarakat.  

2.1.2.2 Jenis – jenis Akuntabilitas  

 Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana 

yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan 

pendapat. Maka pentingnya akuntabilitas dalam Pengelolaan Apbdes sebagi untur 

utama Good governance antara lain tercermin dari berbagai kategori akuntabilitas. 
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 Menurut Schedler dan plano dalam Manggaukang  (2006, hal. 10) 

membedakan ada lima jenis akuntabilitas, Yaitu :  

a) Akuntabilitas fisikal-tanggungjawab atas dana public. 

b) Akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hukum.  

c) Akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program.  

d) Akuntabilitas proses-tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur. 

e) Akuntabilitas Outcome-tanggungjawab atas hasil.  

 Selanjutnya Sheila elwood dalam Manggaukang  (2006, hal. 35) 

mengemukakan ada empat jenis akuntabilitas, yaitu : 

a) Akuntabilitas Hukum dan peraturan. 

b) Akuntabilitas Proses. 

c) Akuntabilitas Program. 

d) Akuntabilitas Kebijakan. 

 Memperhatikan jeni-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila 

Elwood diatas, maka pemerintah desa didalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya disamoing harus berakuntabilitas menurut umum dan 

peraturan , juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tenggungjawabnya, dalam 

program yang diimplementasikan dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau 

dirumuskan.  

2.1.2.3  Indikator Akuntabilitas  

 Indikator akuntabilitas yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:  

1. Perencanaan 
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2. Pelaporan  

3. Pertanggungjawaban  

2.1.3 Transparansi 

2.1.3.1 Pengertian Transparansi  

Menurut (Mahmudi 2016:17) Transparansi memiliki arti keterbukaan 

organisasi daam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan 

sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. 

Transparansi Juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik 

tentang aktivitas. Program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan 

beserta sumber daya yang digunakan. Menurut (Ritonga & Syahrir, 2016) 

transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut 

dapat diakses oleh publik,namun juga disajikan ( dipublikasikan ) dengan tepat 

waktu. Informasi yang dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih 

bermanfaat dan berpengaruh dalam pegambilan keputusan publik terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan, Khususnya yang berhubungan dengan 

pengelolaan keuangan desa.  

Menurut (Nurhayati,2017) menyatakan bahwa definisi transparansi adalah 

memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbanagn bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaannya pada 

peraturan perundang-undang. Menurut (Hoesada 2019:273) Asas transparansi 

mengandunguntuk pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan 

mudah diakses oleh pemangku kepentingan desa.   
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 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan 

prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain transparansi sebagai 

keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan 

pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutukan informasi. 

2.1.3.2 Karakteristik Transparansi  

 Transparansi memiliki tiga karakteristik . (Mardiasno:2018;19) 

mengemukakan karakteristik transparansi yaitu sebagai berikut : 

a. Informatif.  

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme,prosedur, data, 

fakta kepada Stokeholders yang membutuhkan informs secara jelas dan 

akurat.  

b. Keterbukaan. 

Keterbukan Informasi publik memberikan hal kepada setiap orang untuk 

memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan 

publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat 

terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi . 

c. Pengungkapan 

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (Stakeholders) aktifitas 

dan kinerja finansial. 

2.1.3.3 Indikator Transparansi 

 Menurut Andrianto(2007:21) bahwa indikator transparansi terdiri dari : 

a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi. 
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b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran. 

c. Adanya audit independen dan efektif. 

d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. 

2.1.4 Peran Perangkat desa  

2.1.4.1 Pengertian peran perangkat desa 

 Peran merupakan suatu posisi atau dengan kata lain adalah tingkat jabatan 

kedudukan seseorang ketika melakukan kewajiban dan haknya sesuai dengan 

tingkatan yang dijalani (Soekanto,2002). Sebuah kesatuan dari pemerintah desa 

yang dijalankan oleh beberapa prangkat desa yang memiliki peran seperti Kepala 

Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta perangkat desa lainnya untuk 

menjadi dapat tercapainya tujuan dalam pemerintah desa(Anggraeni&Laila 

Yuliani,2019). Bentuk dan hubungan interaksi seseorang dapat mengambarkan 

sebuah peran dalam suatu entitas tertentu. Kepala desa yang memegang peran 

pentng pada perangkat desa dalam memajukan pemerintah desa harus aktif 

melakukan pengawasan,perencanaan, penentuan arah organisasi, dan 

pengorganisasian(Dewi&Gayatri,2019). 

2.1.4.2 Fungsi Peran Perangkat Desa 

 Mengacu pada Undang-Undang Republik Indomesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa Pasal 48 dan 49, sesuai dengan kedudukannya perangkat desa 

memiliki peran dan fungsi sebagai berikut :  

1. Fungsi Sekretaris Desa,yaitu : 

a. Mempersiapkan pertemuan untuk rapat koordinasi yang dilakukan secara 

rutin. 
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b. Membantu untuk menyusun peraturan desa. 

c. Menyampaikan materi yang berhubunagn dengan pelaporan pelaksanaan 

pemerintah desa.  

d. Menjalankan kegiatan administrasi dan mempersiapkan materi untuk 

kepala desa agar pekerjaannya lancar. 

2. Pelaksana kewilayahan, antara lain : 

a. Bekerja sama membina swadaya untuk masyarakat. 

b. Membantu pelaksanaan kegiatan dan pembinaan Masyarakat dengan 

kepala desa.  

c. Menentukan kebijakan dan keputusan bersama kepala desa. 

d. Mengelola dan membangun administrasi pemerintahan. 

e. Ikut bertanggungjawab membantu melaksanakan kepentingan kepala desa 

dilingkungan kerja tertentu.  

3. Pelaksana urusan atau teknis bagian kesekretariatan yang memiliki      

tanggungjawab atas Kepala desa : 

a. Kepada urusan pembangunan yaitu penanggungjawab pengelola 

administrasi pembangunan berfokus pada pembangunan desa.  

b. Kepala urusan umum focus pada bidang pengelolaan umum 

bertanggungjawab ata spenyedia,pengendalian, perbaikan alat tulis serta 

masuk dan keluarnya surat sesuai setiap fungsi. 

c. Kepala urusasn keuangan dipercaya dan bertanggungjawab atas 

pengelolaan keuangan pemerintah desa. 
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d. Kepala urusan pemerintahan berhubungan dengan permasalahan yang 

diaturoleh setiap bagian lembaga dan masyarakat atau administrasi 

pemerintah. 

e. Kepala urusan kesejahteraan rakyat berfokus pada tanggungjawab 

pelaksanaan dan persiapan terkait kesejahteraan social masyarakat. 

2.1.4.3 Dimensi peran perangkat desa  

 Terdapat beberapa dimensi peran menurut Edi Suharto(2006),yaitu : 

1. Peran kebijakan, mereka penganut gagasan ini meyakini dengan penerpan 

kebijakan yang benar dan sesuai kedudukan peran dapat membuat 

terlaksana dengan baik. 

2. Peran sebagai alat untuk komunikasi terkait keputusan masyarakat denfan 

keprihatinannya di setiap lapis untuk mendokumentasikannya secara 

menyeluruh dan dapat dipercaya. 

3. Peran menjadi alat penyelesaian sengketa menerima masukan berupa 

informasi selama proses pengambilan keputusan sehingga pelayanan yang 

baik akan diberikan pemerintah untuk masyarakat dan segera memperoleh 

tanggapan cepat dan bertanggung jawab. 

4. Peran sebagai strategi, pengikut paham ini mengadakan susunan rencana 

sehingga akhirnya beroleh bantuan bagi masyarakat. 

2.1.4.4 Indikator Peran Perangkat Desa. 

 Undang-Undangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa, menyatakan bahwa berikut merupakan indikator terkait peran perangkat 

desa yaitu sebagai berikut :  
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1. Peran Perangkat desa pada proses perancang, pelaksanaan, pelaporan dan 

penatausahaan penggunaan anggaran dana desa. 

2. Peran perangkat desa untuk pemberian masukan mengenai perubahan 

RAPBDes pada Kepala Desa atau BPD. 

3. Peran perangkat desa memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa. 

4. Peran perangkat desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

pemberian bimbingan kepada masyarakat. 

2.1.5 Pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa ( APBDES ) 

2.1.5.1 Pengertian APBDes 

 Anggaran Pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disebut dengan 

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa (Permendagri No 113 

tahun 2014) Dalam permendagri tersebut menjelaskan bahwa keuangan desa 

adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud adalah uang 

yang menimbulkan pendatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan 

desa. Selanjutnya, menurut (Astuty dan Hany Farida,2018), APBDes adalah 

rencana keuangan tahunan desa yang didasarkan pada peraturan desa mengenai 

prediksi pendapatan dan belanja sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan 

pembangunan desa. Struktur APBDes terdiri Atas : 

a. Pendapatan Desa 

 Pendapatan desa adalah seluruh penghasilan yang menjadi hak 

desa di tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali yang terdiri atas 

pendapatan asli desa(PADes), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain 
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(Julia & Abdullah,2020). Menurut (Wijaya & Roni 2019), Sumber PADes 

berasal dari hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, 

dan pendapatan asli desa lain. Pendapatan transfer mencakup dana desa, 

bagian dari hasil retribusi dan pajak daerah kabupaten?kota, alokasi dana 

desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD 

Kabuoaten/kota. Pendapatan lain-lain meliputi penghasilan dari hasil kerja 

ssama, penghasilan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, 

penghasilan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga,koreksi kesalahan 

belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas 

desa pada tahun anggaran, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah. 

b. Belanja desa 

 Belanja desa adalah seluruh pengeluaran sebagai sumber 

pembiayaan penyelenggaraan kewenangan desa yang menjadi kewajiban di 

tahun anggaran yang tidak di terima kembali ( Julita & Abdullah,2020). 

Belanja desa diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu pelaksanaan 

pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan 

masyarakat desa, pembinaan kemasyaratkatan desa dan penanggulangan 

bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Menurut jenisnya , belanja 

desa dikalsifikasikan menjadi 4 yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, 

belanja modal dan belanja tak terduga.  

c. Pembiayaan desa 

 Pembiayaan desa adalah seluruh penerimaan yang akan dibayar 

kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran 
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saat ini atau berikutnya (Julita & Abdullah,2020). Pembiayaan desa terdiri 

atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan 

pembiayaan mencakup tiga bagian yaitu SILPA tahun sebelumnya, 

pencairan dana cadangan, dan hasil penjulaan kekayaan desa yang 

dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Pengeluaran pembiayan meliputi 

dua bagian yaitu penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan. 

2.1.5.2  Manfaat APBDes  

 APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 

pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan 

pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, Pemerintah 

dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skla prioritas dan operasionalisasi 

pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujaun dan sasaran yang telah 

ditetapkan (Sumpeno,2011:213).  

 Secara rinci manfaat penyusunan APBDes diantaranya:  

a. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan 

strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan 

dana pendukung.  

b. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang di 

bebankan kepada masyarakat secara proporsional.  

c. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar 

pemndapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.  

d. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk 

menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan 

yang telah di tetapkan.  
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e. Memberikan arahan terhadap penyelenggraan pemerintahan desa 

sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh 

kegiatan pemerintah desa.  

f. Gambaran mengenai arah kebijkan pembangunan pemrintah desa setiap 

tahun anggaran.  

g. memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam 

mewujudkan good governance. 

h. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan 

pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.  

2.1.5.3 Penyusunan dan Pelaksanaan APBDes. 

Berikut ini uraian langkah-langkah penyusunan APBDes yang dikutip dari 

tim P3M-OTDA (2002) :  

1.) Penyusunan Rancangan APBDes 

a. Disusun dan diajukan oleh Kepala desa dan BPD 

b. Sebaiknya di konsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya 

c. melalui dialog,rapat dengar pendapat, dll.  

d. Hasil Konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi 

RAPBDes. 

e. RAPBDes yang telah disempurnakan dan diajukan dalam rapat 

pembahasan dan penetapan APBDes. 

2.) Pembahasan RAPBDes 

a. Sebelum disampaikan dalam BPD, naskah RAPBDes harus sudah 

diterima oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa (selambah-

lambatnya 7x24 sebelumnya). 
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b. RAPBDes usulan Kepala Desa disampaikan kepada pimpinan BPD 

dengan surat pengantar dari kepala desa. RAPBDes usulan anggota 

BPD disampaikan secara tertulis ( surat pengantar) dari pengusul 

kepada pimpinan BPD.  

c. RAPBDes yang telah disampaikan kepada pimpinan BPD, 

selanjutnya di disposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi 

nomor.  

d. RAPBDes yang telah mendapatkan nomor, diumumkan dalam 

rapat peripurna bahwa RAPBDes telah diperbanya dan dibagikan 

kepada semua anggota BPD/Komisi. 

e. Penjelasan RAPBDes dari pihak pengusul ( Pemdes datau para 

pengusul dari anggota BPD). 

f. Pemandangan umum dari anggota BPD dan Pemerintah Desa. 

g. Pembahasan dalam komisi bersama Pemerintah Desa dan atau 

pengusul. 

h. Pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan.  

 3.) Persetujuan dan Pengundangan APBDes. 

a. Apabila RAPBDes tidak disetujui, maka dalam jangka waktu 

tertentu. 

b. Apabila RAPBDes yang disempurnakan tersebut belum disetujui, 

maka diupayakan melalui pendekatan (loby) beberapa pihak yang 

belum menyetujui.  

c. RAPBDes yang telah disetujui BPD, harus sudah dismapaikan 

kepada pemerintah desa, misalnya selambat-lambatnya 7 hari 
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setelah rapat BPD untuk di tandatangani atau disahkan menjadi 

APBDes oleh Kepala Desa.  

d. Apabila RAPBDes yang yang diajukan oleh kepala desa dan atau 

sebagian anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka 

pemerintah desa dapat menggunkan APBDes tahun lalu.  

 4.) Peraturan Pelaksanaan APBDes 

a. Kepala desa dapat menetakan kebijakan pelaksanaan APBDes 

yang dituangkan dalam keputusan Kepala Desa. 

b. Keputusan Kepala Desa tersebut harus disampaikan kepada BPD 

dengan tembusan Bupati dan Camat selambat-lambatnya 15 haari 

setelah ditetapkan untuk keperluan pengawasan.  

2.1.5.4 Indikator APBDes 

APBDes pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. 

Indikator APBDes sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah 

Sebagai Berikut : 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan  

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan  

5. Pertanggungjawaban 
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Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

N

o 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Vini Agustiana Pengaruh Akuntabilitas dan 

Transparansi Terhadap 

Pengelolaan Keuangan Alokasi 

dana Desa 

Hasil  penelitian  dan  pembahasan 

dapat   disimpulkan secara   parsial 

bahwa   Akuntabilitas berpengaruh 

negatifsignifikan terhadap Pengelolaan 

keuangan Alokasi Dana Desa  hal 

tersebut bisa dilihat dari Uji t karena 

Sig 0,613> 0,05.  Adanya pengaruh 

Transparansi  berpengaruh  signifikan  

positif    terhadap  Pengelolaan  

keuangan  Alokasi  Dana Desa  hal 

tersebut bisa dilihat dari Ujit karena 

Sig 0,001<  0,05. Adanya pengaruh 

Akuntabilitas  dan  Transpransi  

terhadap  Pengelolaan  Keuangan  

Alokasi  Dana Desa. Maka secara 

simultan yang dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh 

positifsignifikan terhadap variabel 

devendenkarena  memiliki  nilai  F 

6,197. Hasil  penelitian  nilai  

koefisiendeterminasi  (R square)  

sebesar11,4%,  maka  hasil  penelitian  

dapat  diinterprestasikan  bahwa 

Akuntabilitasberpengaruh  signifikan  

terhadap Pengelolaan  keuangan  

Alokasi Dana  Desa,  artinya  jika 

Akuntabilitasmeningkat  maka 

Pengelolaan  keuangan Alokasi Dana 

Desajuga meningkat, 

Transparansiberpengaruh signifikan 

terhadap Pengelolaan Keuangan 

Alokasi Dana Desa, artinya jika 

Transparansimeningkat maka 

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana 

Desajuga meningkat.Serta sebesar 

88,6% Akuntabilitasdan 

Transparansidipengaruhi  oleh  faktor  

lain  yang  tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

2 Citra Kumala 

Dewi, M.Ikbal 

A, Fadli Moh 

Pengaruh Akuntabilitas, 

Transparansi dan Komitmen 

Organisasi Terhadap pengelolaan 

Dana Desa di Kecamatan Momunu 

Kabupaten Buol 

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  

Akuntabilitas,  Transparansi dan 

Komitmen Organisasi secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

Pengelolaan Dana Desa di  Kecamatan  

Momunu.Akuntabilitas  secara  parsial  

berpengaruh  signifikan  terhadap  

Pengelolaan Dana  Desa  di  

Kecamatan  Momunu.Transparansi  

secara  parsial  berpengaruh  signifikan  

terhadap Pengelolaan  Dana  Desa  di  

Kecamatan  Momunu.Komitmen  
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Organisasi  secara  parsial  

berpengaruh signifikan terhadap 

Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan 

Momunu  

3 Rahmi Fajri, 

Endah 

Setyowati, 

Siswidiyanto 

Akuntabilitas Pemerintahan desa 

pada pengelolaan alokasi dana desa 

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa 

Pemerintah dalam pengelolaan 

keuangan perlu menerapkan prinsip 

good governance yaitu akuntabilitas 

khususnya pada pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD). ADD bantuan 

pemerintah kepada desa untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa. Dalam mengelola 

ADD tersebut maka diperlukan aparat 

pemerintah yang memiliki kemampuan 

serta bertanggungjawab dalam 

mengelola dana tersebut. Pengelolaan 

ADD di Desa Ketindan berlandasakan 

pada Peraturan Bupati Malang Nomor 

13 Tahun 2012. Pemerintah Desa 

Ketindan telah membuktikan 

komitmennya atau tanggung jawabnya 

dengan cara mematuhi dan mengikuti 

tahapan serta ketentuan yang berlaku 

sesuai dengan Peraturan yang telah 

dikeluarkan oleh Bupati Malang. 

Dalam penerapannya masih ditemukan 

permasalahan yakni pada besar jumlah 

persentase yang sedikit melebihi yang 

ditetapkan selain itu ditemukan 

program saat perencanaan tidak 

tercantum dalam RPD namun dalam 

realisasi keuangannya tercantum. 

Perihal tersebut diharapkan pemerintah 

Desa Ketindan untuk memperhatikan 

terkait pengklasifikasian program 

sehingga tidak terulang permasalah 

tersebut. 

4 Elgis Astuty, 

Eva Hany 

Fanida 

Akuntabilitas Pemerintahan Desa 

Dalam Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa( 

APBDES) Studi Pada Alokasi 

Dana Desa Tahun Anggaran 2011 

di Desa Sareng Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

Pemerintahan desa sareng Kecamatan 

Geger Kabupaten Madiun sudah 

melaksanakan penerapan prinsip-

prinsip akuntabilitas pada pengelolaan 

APBDes tahun anggaran 2011. Secara 

Madiun sudah berjalan dengan baik, 

walaupun masih ada beberapa 

kelemahan yang harus dibenahi.  

Menurut hasil analisis berdasarkan 

tahapan pengelolaan ADD, yaitu pada 

tahap pelaksaaan, pelaksanaan program 

posyandu lansia hanya berjalan selama 

enak bulan dan selanjutnya program ini 

tidak berjalan. Namun demikian, sisa 

dana posyandu lansia yang tidak 

berjalan tersebut dialihkan untuk 

kegiatan lain tanpa menyertakan bukti 

penggunaan yaitu kwitansi sesuai 
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dengan ketetapan yaitu peraturan 

Bupati Madiun nomor 8 tahun 2011. 

5 Suci Indah 

Hanifah 

Akuntabilitas dan Transparansi 

Petanggungjawaban anggaran 

pendapatan belanja desa ( 

APBDes) 

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa 

manajeman keuangan desa kepatihan 

sudah berdasarkan Peraturan menteri 

dalam negeri No.37 tahun 2007 yang 

menunjukan pelaksanaan yang 

akuntabel dan transparan yang dilihat 

dari pelaporan pertanggung jawaban 

anggaran pendapatan belanja desa ( 

APBDes), namun dari sisi pencatatan 

akuntansi masih diperlukan adanya 

pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, 

karena belum sepenuhnya sesuai 

dengan ketentuan. 

 

2.2 Kerangka Berpikir Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat 

digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Bisanya kerangka 

konseptual dalam penelitian menggunakan pendekatan ilmiah dan 

memperlihatkan hubungan antara variabel dalam proses analisisnya. Kerangka 

konseptual berguna untuk menjelaskan dan menghubungkan secara panjang lebar 

tentang topik yang dibahas untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh 

hubungan antara variabel independen yaitu akuntabilitas,transparansi dan peran 

perangkat desa, dengan variabel dependen yaitu Pengelolaan Anggaran 

pendapatan dan belanja desa ( APBDes). 

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBDes). 

 Teory Agency berkaitan dengan Variable akuntabilitas, mengingat 

akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari agent (perangkat desa) 

atas kegiatan penyelenggaraan pemeritah desa kepada principal(Masyarakat 

desa).Dengan demikian semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka 

cenderung akan semakin baik Pengelolaan APBDes yang terjadi. Hasil penelitian 
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yang mendukung pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja desa(APBDes) yaitu dilakukan oleh(Melia widia 

Rahmayani&Engkun kurnadi.,2022) yang menyatakan Akuntabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa 

(APBDes). Penelitian yang dilakukan oleh (Karisma Nur Elvina.,2023) Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap pengelolaan dana APBDes. Penelitian yang dilakukan oleh(Rendi 

saputra,Darmanto,Sehesti Ningsih,2022) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

Akuntabilitas Berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes). Penelitian yang dilakukan oleh (Widia Sukma Tangahu, 

Harun Blangkod,Lukman Pakaya,2022) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan 

dan belanja desa (APBDes). Penelitian yang dilakukan oleh (Putra Adi 

Kurniawan,2019) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Akuntabilitas 

berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. 

2. Pengaruh Transparansi dalam pengelolaan Anggaran pendapatan 

dan belanja desa (APBDes).  

 Transparansi adalah dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah 

mengungkapkan faktor-faktor yang sifatnya material Secara bertahap kepada 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan,dalam hal ini yaitu masyarakat untuk 

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan 

desa (Hanifah& Praptoyo,2015). Hasil penelitian yang mendukung Pengaruh 

transparansi terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

desa(APBDes) yaitu dilakukan oleh(Melia widia Rahmayani&Engkun 

Kurnasi.,2022) yang menyatakan Akuntabilitas berpengaruh secra signifikan 



30 
 

 

terhadap pengelolaam Anggaran pendapatan dan belanja desa(APBDes). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Karisma Nur elvina,2023) Hasil penelitian ini 

menunjukan Transparansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

pengelolaan dana APBDes. Penelitian yang dilakukan oleh(Rendi 

saputra,Darmanto,Sehesti Ningsih,2022) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

Transparansi Berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes). Penelitian yang dilakukan oleh (Putra Adi 

Kurniawan,2019) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Transparansi 

berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang 

dilakukan oleh(Vini Agustiana,2020) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana 

desa. 

3. Pengaruh Peran Perangkat desa dalam pengelolaan Anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBDes). 

 Peran perangkat desa salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting 

tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Pernagkat desa 

merupakan bagian dari unsur pemerintahan yang terdiri dari sekretaris desa dan 

perangat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala 

desa(Gunawan,2013). Peran perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan 

keuangan desa dikatakan cukup berperan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014, dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggugjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa. Hasil 

penelitian yang mendukung pengaruh peran perangkat desa dalam Pengelolaan 

Anggran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yaitu dilakukan oleh 

(Kusumaningrum,et al.,2019) yang menyatakan pengaruh positif peran perangkat 
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desa dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa(APBDes). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Neny Tri Indrianasari.,2017) Hasil penelitian ini 

Perangkat desa telah berperan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian yang 

dilakukan oleh(Ulfah Andriani,Tatik Zulaika,2019) Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa perangkat desa sudah berperan dalam pengelolaan dana desa. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Sevtia N. Rindorindo, LindaA.O Tanor,Roy I.J. 

pangkey,2021) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran perangkat desa 

dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat berperan aktif. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Tata Hutama,2021) Hasil penelitian ini menunjukan Peran 

perangkat desatelah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Konseptual 

2.3 Hipotesis 

 Hipotesis menurut ( Sugiyono,2019 ) adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian dan di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan hubungan antara variabel 

dalam kerangka pemikiran, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut :  

1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran pendapatan 

dan belanja desa ( APBDES ) Pada Desa di Kecamatan Secanggang. 
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2. Transparansi Berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan 

belanja desa (APBDes) Pada Desa di Kecamatan Secanggang. 

3. Peran perangkat desa berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada desa di Kecamatan 

secanggang. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian Asosiatif dengan pendekatan 

Kuantitatif. Menurut Juliandi et al (2014) menyatakan bahwa penelitian asosiatif 

adalah penelitian yang ingin melihat apakah suatu variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel lain yang menjadi variabel terikat. Yang bertujuan untuk 

menganalisis permasalahan hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. 

Data yang dikumpulkan dalam bentuk Kuantitatif.  Menurut Juliandi et al (2014) 

pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang permasalahannya tidak 

ditemukan diawal namun permasalahan tersebut akan ditemukan bila peneliti 

terjun langsung ke lapangan dan mengamati secara langsung, dan apabila peneliti 

menemukan permasalahan dilapangan maka permasalahan tersebut akan diteliti 

hingga menemukan solusi atau jawabannya.  

 Adapun topik utama yang menjadi variabel terikat adalah Pengelolaan 

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), Variabel Bebas yaitu 

Akuntabilitas,transparansi dan peran perangkat desa. 

3.2 Definisi Operasional   

 Menurut Kerlinger dalam Azwar (2010) definisi operasional merupakan 

suatu variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk 

mengukur variabel itu. Definisi seperti ini memberikan batasan atau arti suatu 

variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur 

variabel tersebut. Definisi Operasional adalah suatu definisi mengenai variabel 
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yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang 

dapat diamati.  

Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang 

variabel penelitian ini, maka disajikan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1

. 

Akuntabilitas 

(X1) 

Akuntabilitas adalah bentuk 

pertanggungjawaban atas segala aktivitas 

kepada pihak yang berkepentingan yang 

menajdi Stakeholder.Hal ini dapat berupa 

memberikan,menyajikan,melaporkan 

kegiatan melalui laporan keuangan 

kepada principal. 

1. Perencaaan 

2. Pelaksanaan 

3. Pertanggungjawaban  

 

Ordinal 

2

. 

Transparansi 

(X2) 

Transparansi berarti pemerintah desa 

mengelola keuangan secara terbuka, 

sebab keuangan itu adalah milik rakya 

stau barang publik yang harus diketahui 

oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib 

menyampaikan informasi secara terbuka 

APBDes kepadal Masyarakat.  

1. Ada tidaknya 

kerangka kerja hukum 

bagi transparansi. 

2. Adanya akses 

masyarakat terhadap 

transparansi anggaran.  

3. Adanya audit 

independen dan 

Efektif. 

4. Adanya keterlibatan 

masyarakat dalam 

pembuatan keputusan 

anggaran. 

Ordinal 

3

. 

Peran Perangkat 

Desa ( X3) 

Perangkat desa adalah unsur staf yang 

membantu kepala desa dalam 

penyusunan kebijakan dan koordinasi 

yang diwadahi dalam Sekretariat desa, 

dan unsur pendukung tugas kepala desa 

dalam melaksanakan kebijakan yang 

diwadahi dalam bentuk pelaksanaan 

teknis dan unsur kewilayahan.  

1. Peran perangkat desa 

dalam proses 

perancangan,pelaksan

aan,pelaporan dan 

penatausahaan 

penggunaan anggaran 

dana desa. 

2. Peran perangkat desa 

untuk pemberian 

masukan mengenai 

perubahan RAPBDes 

pada Kepala desa dan 

BPD 

4. Peran perangkat desa 

memfasilitasi proses 

pengadaan barang dan 

jasa.  

5.  Peran perangkat desa 

untuk peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat dan 

pemberian bimbingan 

Ordinal 
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kepada masyarakat. 

4

. 

Pengelolaan 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Desa( 

APBDes) (Y) 

Anggaran Pendapatan dan belanja desa 

atau sering disebut dengan APBDes yaitu 

rencana keuangan tahunan desa yang 

terdiri dari bagian pendapatan desa, 

belanja desa dan pembiayaan. 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan  

5. pertanggungjawaban  

Ordinal 

 

3.3  Tempat dan waktu Penelitian  

3.3.1 Tempat Penelitian  

 Tempat Penelitian ini dilaksanakan di Kantor desa yang beralamat di 

Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.  

3.3.2 Waktu Penelitian  

 Penelitian ini di rencanakan dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai 

dengan selesai, dan dapat dilihat pada table berikut :  

Tabel 3.2 Waktu Penelitian 

No Kegiatan 
Oktober  

2023 

November 

2023 

Desember  

2023 

Januari  

2024 

Februari 

2024 

Maret 

2024 

April  

2024 

Mei  

2024 

1 
Pengajuan 

judul 

        

2 
Penyusunan 

proposal 

        

3 
Bimbingan 

Proposal 

        

4 
Seminar 

proposal 

        

5 
Penyusunan 

skripsi 

        

6 
Bimbingan 

skripsi 

        

7 
Sidang meja 

hijau 

        

 



36 
 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data  

3.4.1  Jenis Data  

 Dalam Penelitian ini jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung 

variabel yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu dengan mempelajari jenis data 

yang dapat diukur atau dihitung secara langsung,yang berupa informasi atau 

penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan dan berbentuk angka. 

3.4.2 Sumber Data  

 Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek 

dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sumber data primer. Sumber data yang dimaksud adalah para pengelola 

APBDes yang ada pada Desa di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.  

3.5 Teknik Pengambilan Sampel  

3.5.1 Populasi  

 Menurut (Sugiyono, 2020) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan ( Arikunto,2013) Populasi adalah keseluruhan dari 

subjek penelitian. Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki 

sifat yang sama walaupun presentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain 

seluruh individu yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari Permasalahan 

yang ingin diteliti, maka populasi dari penelitian ini yaitu Kecamatan Secanggang 

tepatnya 10 desa yang ada pada Kecamatan Secanggang.  
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Tabel 3.3 Tempat Penelitian 

No Nama Desa  

1 Telaga jernih  

2 Kebun kelapa 

3 Sungai Ular 

4 Secanggang 

5 Cinta Raja  

6 Karang Anyar  

7 Suka Mulia  

8 Teluk 

9 Pantai Gading 

10 Karang Gading 

3.5.2 Sampel  

 Menurut (Sugiyono, 2017) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang di teliti.  Sehingga sampel merupakan Sebagian dari 

keseluruhan obyek yang akan diteliti atau dievaluasi yang memiliki karakteristik 

tertentu dari sebuah populasi. Sampel dari penelitian ini yaitu 10 desa yang 

masing-masing menggunakan 4 orang responden dengan total 40 responden. 

Adapun kriteria dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Desa 

2. Sekretaris Desa 

3. Kaur atau Kasi  

4. Bendahara 

 Alasan Pemilihan Responden adalah dikarenakan kepala desa merupakan 

bagian kesatu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mempunyai 

kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan dan pengelolaan 

APBDes, Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, 

melakukan tindakan yang mengakubatkan pengeluaran atas beban APBDes, 
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Menetapkan PPKD, Menyetujui DPA,DPPA dan DPAL, Menyetujui RAK Desa 

dan Menyetujui SPP. Sekretaris desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan 

desa yang bertugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

APBDes, mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan 

perubahan APBDes mengkoordinasikan penyusunan rancangan peratura desa 

tentang APBDes, Perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBDes, mengkoordinaksikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa 

tentang penjabaran APBDes dan perubahan penjabaran 

APBDes,mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Sedangkan Kaur dan kasi sebagai 

pelaksana kegiatan anggaran yang mempunyai tugas nelakukan tindakan yang 

mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran 

kegiatan,mengendalikan kegiatan,menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. Yang 

terakhir yaitu bendahara yang mempunyai fungsi kaur keuangan yang bertugas 

menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima 

menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam 

rangka pelaksanaan APBDes.  

 Teknik Pengambilan Sampel dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Metode purposive sampling digunakan karena penentuan kriteria 

resonden pihak yang berhubunagan secara langsung dengan pengelolaan 

keuangan desa anatara lain adalah kepala desa, Sekretaris desa, Kaur(kasi) dan 

Bendahara Desa.  
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3.6 Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Menurut 

(Komariah.,2011) pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur 

sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan menurut 

(Ridwan,2010) metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.  

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa teknik pengumpulan data 

sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin 

dipecahkan.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

metode survey untuk mendapatkan data primer yaitu dengan cara :  

1. Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan langsung dengan pihak-pihak terkait dan 

berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.  

2. Kuesioner, yang mana peneliti membuat daftar pernyataan dalam bentuk 

kuesioner. Penyebaran dan pengumpulan data dilakukan secara langsung 

kepada seluruh responden dengan teknik survey mandiri yaitu metode 

pengumpulan data primer., dalam hal ini responden diminta untuk mengisi 

jawaban sendiri pada kuesioner yang diberikan. Kuesioner atau angket 

merupakan tenik pengumpulan data yang dilakukan dnegan cara memebri 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Kuesioner adalah teknik penelitian dengan menyebarkan angket, 

sehingga dalam waktu relative singkat dapat menjaangkau banyak responden. 

Kuesioner digunakan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Transparansi 
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dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) pada Desa di Kecamatan Secanggang.  

 Setelah Mengumpulkan data, tahap selanjutnya yaitu penentuan skor. Hal 

ini dilakukan karena teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner yaitu peneliti memberikan pertanyaan kepada responden dengan 

menetapkan skor pada masing-maing jawaban. Skala yang digunakan dalam 

penentuan skor adalah skala ordinal. Pada skala ordinal pilihan jawaban yang 

tersedia adalah SB(Sangat Baik ), B (Baik), CB (Cukup Baik), TB (Tidak Baik), 

STB (Sangat Tidak Baik) yang masing-masing diberikan skor sebagai Berikut :  

Tabel 3.4 Skor Skala Ordinal 

Pertanyaan Jawaban Skor 

SB (Sangat Baik) 5 

B (Baik) 4 

CB (Cukup Baik ) 3 

TB (Tidak Baik) 2 

STB (Sangat Tidak Baik)  1 

 

3.7 Uji Instrument Data  

 Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang baik, maka kuesioner yang 

dijadikaan sebagai alat pengumpulan data dalam suatu penelitian harus dilakukan 

uji validitas dan reliabilitanya terlebih dahulu agar kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian tidak keliru. 

3.7.1  Uji validitas  

 Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari suatu 

instrument, artinya bahwa yang dipakai benar-benar menguur apa yang 
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seharusnya diukur. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument (Arikunto,2006). 

 Suatu Instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. 

Sebaliknya, instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Untuk 

mengetahui apakah kuesioner yang digunakan valid atau tidak, caranya r yang 

diperoleh (r hitung) dibandingkan dengan (r tabel). Instrumen valid apabila r 

hitung > r tabel jika r hitung < r tabel, maka instrument tidak valid Uji 

Reliabilitas  

 Selaian valid (sah) sebuah instrument juga harus reliable (dapat 

dipercaya), maksudnya bahwa instrument selain harus sesuai dengan kenytaan 

juga harus memiliki nilai ketepatan. Dimana apabila instrument ini diberikan pada 

kelompok yang sama dengan waktu yang berbeda akan sama hasilnya. 

Tabel 3.5 Uji Validitas  

Variabel Indikator Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

 Akuntabilitas 

(X1) 

Perencanaan 

Semua penerimaan 

dan pengeluaran 

desa dilaksanakan 

melalui rekening kas 

desa dan didukung 

oleh bukti yang 

lengkap dan sah. 

0,821 

0,361 

Valid 

Laporan keuangan 

yang disajikan telah 

memuat dan 

mengungkapkan 

informasi yang 

cukup memadai. 

0,411 Valid 

Pelaksanaan 

Pemerintah desa 

telah mengikuti 

prosedur 

pelaksanaan 

pendapatan, belanja 

desa, dan 

pembiayaan desa 

sesuai dengan 

jumlah yang 

ditentukan 

0,555 Valid 
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Penyusunan Laporan 

pertanggungjawaban 

memuat realisasi 

pendapatan, belanja 

desa dan pembiayaan 

desa secara lengkap 

0,484 Valid 

Pertanggung Jawaban 

Pemerintah desa 

tepat waktu dalam 

menyusun laporan 

keuangan desa 

0,751 Valid 

Pemerintah desa 

tepat waktu dalam 

menyerahkan 

laporan 

pertanggungjawaban 

keuangan desa 

0,161 Tidak Valid 

Informasi anggaran 

dana desa bisa 

diakses atau dilihat 

diwebsite desa.  

0,412 Valid 

Transparani 

(X2) 

Ada tidaknya kerangka hukum 

bagi transparansi  

Adanya peraturan 

perundang-undangan 

yang mengatur 

transparansi. 

0,902 

0,361 

Valid 

Adanya Kerangka 

kerja hukum yang 

memberi definisi 

yang jelas tentang 

peran dan 

pertanggungjawaban 

bagi semua aspek 

kunci di manajemen 

fiscal. 

0,391 Valid 

Adanya akses masyarakat 

terhadap Transparansi 

anggaran 

Adanya keterbukaan 

dalam rangka 

anggaran ( Proses 

penganggaran). 

0,452 Valid 

Dipublikasikan hasil 

laporan anggaran 

yang telah diaudit 

oleh lembaga yang 

berwenang 

0,01 TidakValid 

Adanya Audit independen dan 

efektif 

Adanya lembaga 

audit yang 

independen dan 

efektif 

0,37 Valid 

Adanya system 

peringatan diri (early 

warning system) 

dalam kasus 

buruknya eksekusi 

atau keputusan 

anggaran. 

0,795 Valid 

Adanya keterlibatan 

masyarakat dalam pembuatan 

keputusan anggaran 

Adanya keterbukaan 

informasi selama 

proses penyusunan 

anggaran 

0,846 Valid 
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Adanya kesempatan 

bagi masyarakat sipil 

untuk berpartisipasi 

dalam proses 

penganggaran 

0,281 TidakValid 

Peran 

Perangkat 

Desa (X3) 

Peran perangkat desa dalam 

proses 

perancangan,pelaksanaan,pela

poran dan penatausahaan 

penggunaan anggaran dana 

desa 

Perangkat desa 

terkait terlibat dalam 

proses perencanaan 

penggunaan dan desa 

0,506 

0,361 

Valid 

 Peran perangkat desa untuk 

pemberian masukan mengenai 

perubahan RAPBDes pada 

Kepala desa dan BPD 

Perangkat desa 

terkait memberikan 

masukan tentang 

rancangan APBDes 

kepada Kepala Desa 

dan BPD 

0,429 Valid 

Peran perangkat desa 

memfasilitasi proses 

pengadaan barang dan jasa 

Perangkat desa 

terkait terlibat dalam 

proses pelaksanaan 

penggunaan dana 

desa 

0,767 Valid 

Perangkat desa 

terkait bersama kasi 

menyusun RAB, 

memfasilitasi proses 

pengadaan barang 

dan jasa, mengelola 

atau melaksanakan 

pekerjaan terkait 

kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam 

perdes tentang 

APBDes 

0,802 Valid 

 Peran perangkat desa untuk 

peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan pemberian 

bimbingan kepada masyarakat 

Perangkat desa 

terkait memberikan 

masukan tentang 

perubahan APBDes 

0,61 Valid 

Perangkat desa 

terkait terlibat dalam 

proses 

penatausahaan 

penggunaan dana 

desa 

0,396 Valid 

Perangkat desa 

terkait memberikan 

masukan dan 

melakukan audit 

partisipatif 

0,182 Tidak Valid 
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Pengelolaan 

APBDes (Y) 

Tahap Perencanaan  

Kepala desa 

menyusun rencana 

pembangunan jangka 

menengah Desa 

(RPJMDes) untuk 

jangka waktu enam 

tahun. RPJMDes 

diterapkan paling 

lambat tiga bulan 

setelah kades 

dilantik 

0,172 

0,361 

TidakValid 

Kepala Desa 

bersama BPD 

menyusun rencana 

kerja pembangunan 

desa (RKDes).  

0,555 Valid 

Sekretaris Desa 

menyusun rancangan 

peraturan desa 

tentang Anggaran 

pendapatan dan 

belanja desa 

(APBDes) 

berdasarkan RKPDes 

0,551 Valid 

Sekretaris Desa 

melaporkan 

rancangan peraturan 

dan tentang 

Anggaran 

Pendapatan dan 

belanja desa 

(APBDes) kepada 

kepala desa 

0,023 TidakValid 

Sekretaris Desa 

menyampaiakn 

rancangan peraturan 

dana tentang 

Anggaran 

pendapatan dan 

Belanja Desa 

(APBDes) kepada 

BPD untuk dibahas 

bersama paling 

lambat bulan oktober 

tahun berjalan 

0,094 TidakValid 

Tahap Pelaksanaan  

Semua penerimaan 

dan pengeluaran 

desa dalam rangka 

pelaksanaan 

kewenangan desa 

dilaksanakan melalui 

rekening desa. 

0,361 Valid 

Semua penerimaan 

dan pengeluaran 

harus didukung oleh 

bukti yang lengkap 

dan sah 

0,269 TidakValid 
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Penggunaan biaya 

tak terduga terlebih 

dahulu harus dibuat 

rincian anggaran 

biaya yang telah 

disahkan oleh kepala 

desa 

0,605 Valid 

Laporan 

pertanggungjawaban 

disampaikan ke 

Kepala desa setiap 

bulan paling lambat 

tanggal 10 bulan 

berikutnya 

0,334 TidakValid 

Tahap Penatausahaan  

Bendahara desa 

wajib melakukan 

pencatatan setiap 

penerimaan dan 

pengeluaran serta 

melakukan tutup 

buku setiap bulan 

secara rutin 

0,586 Valid 

Bendahra desa wajib 

mempertanggung 

jawabkan uang 

melalui laporan 

pertanggungjawaban. 

0,686 Valid 

Tahap Pelaporan  

Kepala Desa 

menyampaikan 

laporan realisasi 

Anggaran 

pendapatan dan 

belanja desa 

(APBDes) kepada 

Bupati/Wali kota 

berupa laporan 

semester pertama 

yaitu laporan 

realisasi APBDes 

dan Laporan 

semester akhir yang 

disampaikan peling 

lambat pada akhir 

bulan januai tahun 

sebelumnya 

0,399 Valid 

Laporan semester 

pertama berupa 

laporan realisasi 

APBDes 

0,236 TidakValid 

Laporan semester 

akhir tahun 

disampaikan paling 

lambat pada akhir 

bulan januari tahun 

berikutnya 

-

0,259 
TidakValid 
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Tahap pertanggungjawaban  

Kepala desa 

menyampaikan 

laporan pertanggung 

jawaban realisasi 

pelaksanaan 

Anggaran 

pendapatan dan 

belanja desa 

(APBDes) kepada 

Bupati atau Walikota 

melalui pihak 

kecamatan setiap 

akhir tahun 

0,362 Valid 

Laporan semester 

pertama berupa 

laporan realisasi 

pelaksanaan 

APBDes yang 

disampaikan paling 

lambat akhir bulan 

juli tahun berjalan, 

sementara laporan 

semester akhir tahun 

disampaikan paling 

lambat bulan januari 

tahun berjalan 

berikutnya 

0,217 TidakValid 

Laporan realisasi dan 

laporan pertanggung 

jawaban realisasi 

pelaksanaan 

APBDes di 

informasikan kepada 

masyarakat seperti 

papan pengumuman, 

radio komunitas dan 

media informasi 

0,368 Valid 

Sumber: SPSS, 2024 

Berdasarkan Data diatas memiliki nilai r tabel sebesar 0,3610. Pada 

Variabel akuntabilitas terdapat 1 pertanyaan yang tidak valid dengan nilai 0,161, 

Pada Variabel Transaksi sebanyak 2 pertanyaan, dan variabel peran perangkat 

desa 1 pertanyaan, dan variabel Pengelolaan APBes sebagai variabel sebanyak 8 

pertanyaan.  

3.7.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas instrument adalah alat untuk menguji tingkat konsistensi atau 

kehandalan dari instrument untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 
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(Arikunto,2006). Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius atau 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen 

yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Reliabilitas suatu alat 

ukur secara kuantitatif dinyatakan dengan koefisien reliabilitas. Karena semua 

skala yang digunakan menyediakan enam alternative jawaban maka teknik 

statistic yang tepat untuk menguji reliabilitas skala berdasarkan konsistensi 

internal dari skala adalah teknik Cronbach Alpha ( ). 

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat uur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Notostmodjo,2012). Pengukuran 

reliabilitas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan rumus 

Cronbach Alpha. 

Disini N sama dengan jumlah item, c adalah rata – rata kovarian antar item 

diantara item dan ῡ sama dengan varians rata – rata. Dapat dilihat dari rumus ini 

bahwa jika anda menambah  jumlah item, anda meningkatkan alfa cronbanch. 

Selain itu, jika rata – rata korelasi antar item rendah, maka alfa juga akan rendah. 

Ketika rata – rata korelasi antar item meningkat (dengan menjaga jumlah item 

tetap konstan). 

Tabel 3.6 Uji Reliabilitas 

No. Variabel Nilai Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

1. Akuntabilitas (X1) 0.709 Reliabel 

2. Transparansi (X2) 0,710 Reliabel 

3. Peran Perangkat Desa 

(X3) 

0.718 Reliabel 

4. Pengelolaan APBDes 

(Y) 

0.751 Reliabel 

Sumber : SPSS, 2024 
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Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa seluruh pengujian variabel 

didapat nilai Cronbach Alpha>0,70. Variabel (Y)memiliki nilai Cronbach Alpha 

sebesar 0.751, variabel (X1) memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0.709, dan 

variabel (X2) memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0.710, dan variabel (X3) 

memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0.718. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa, indikator yang digunakan setiap variabel dependen dan independen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat ukur variabel. Artinya, pada penelitian ini 

dapat dilanjutkan karena hasil pengujian ini valid dan reliabel. Jika penelitian ini 

tidak valid dan reliabel, maka indikator tersebut tidak dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat ukur variabel. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu proses mengolah data menjadi informasi 

baru. Teknik analisis data digunakan oleh seorang peneliti untuk mengolah data 

menjadi suatu informasi. Menurut (Sugiyono,2018) analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang dieroleh dari hasil wawancara, 

catatan laporan dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipeljari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) 

menggunakan software SmartPLS versi 3. PLS adalah salah satu motode 

penyelesaian Struktural Equation Modeling (SEM). SEM memiliki tingkat 

fleksibilitas yang lebih tinggi pada penelitian yang menghubungkan antara teori 

dan data, serta mampu melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten 



49 
 

 

sehingga sering digunakan oleh peneliti yang berfokus pada ilmu sosial. Menurut 

(Imam Ghozali 2016:417) metode PLS mampu menggambarkan variabel laten 

(tak terukur langsung) dan di ukur menggunakan indikator-indikator. Penulis 

menggunakan Partial Least Square karena penelitian ini merupakan variabel laten 

yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya sehingga penulis dapat 

menganalisis dengan perhitungan yang jelas dan terperinci.  

3.8.1 Analisis outer model (Model Pengukuran) 

Menurut Husein(2015:18) Analisis Outher model dilakukan untuk 

memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan 

pengukuran ( valid dan reliable). Ada beberapa perhitunagn dalam analisis ini  

a. Convergent Validity adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan 

indikator – indikatornya. Nilai yang diharapkan >0,7. 

b. Discriminant validity adalah nilai Crossloading factor yang berguna apakah 

konstruk memiliki diskriminan yang memadai. Caranya dengan 

membandingkan nilai konstruk yang di tuju harus lebih besar dengan nilai 

konstruk lain. 

c. Composite reliability adalah pengukuran apabila nilai reliabilitas >0,7 maka 

nilai konstruk tersebut mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi. 

d. Average Variance Extracted (AVE) adalah rata-rata varian yang setidaknya 

sebesar 0,5. 

e. Cronbach alpha adalah perhitungan untuk membuktikan hilai composite 

reliability dimana besaran minimalnya adalah 0,6. 
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3.8.2  Analisis Inner model ( Model Struktural ) 

Analisis Inner Model atau yang biasa disebut dengan Model Struktural ini 

digunakan untuk memprediksi hubungan kausal antar variabel yang diuji dalam 

model. Analisa Inner Model dapat dilihat dari beberapa indikator yang meliputi : 

1. Koefisien Determinasi (R2) 

2. Predictive Relevance (Q2) 

R-square pada model PLS dapat dievaluasi dengan melihat Q- square 

(Predictive Relevance) untuk model variabel. Q-square mengukur seberapa baik 

nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai 

Q-square lebih besar dari 0 (nol) akan memperlihatkan bahwa model mempunyai 

nilai Predictive Relevance, sedangkan apabila nilai Q-square kurang dari 0 (nol) 

akan memperlihatkan bahwa model kurang memiliki Predictive Relevance. 

Namun, jika hasil perhitungan memperlihatkan nilai Q-square lebih dari 0 (nol), 

maka model layak dikatakan memiliki nilai predektif yang relevan. Apabila nilai 

yang didapatkan 0,02 (kecil), 0,15(sedang) dan 0,35(besar). 
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3.9 Uji Hipotesis 

Secara umum metode explanatory research merupakan pendekatan metode 

yang menggunakan PLS. Hal ini disebabkan pada metode ini terdapat pengujian 

hipotesa. Menguji hipotesis dapat dilihat melalui nilai t-statistik dan nilai 

probabilitas. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk 

alpha 5% nilai t- statistik yang digunakan adalah 1,96 (Muniarti et al., 2013). 

Sehingga kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah Ha diterima dan H0 

ditolak jika t-statistik > 1,96. Untuk menolak/menerima Hipotesis menggunakan 

probabilitas maka Ha diterima jika nilai p < 0,05. 



52 
 

52 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran umum Penelitian 

Lokasi peneilitian ini terletak di Kecamatan Secanggang. Kecamatan 

secanggang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Langkat dengan luas 

wilayah sekitar 231,19 km2 . Secara astronomis Kecamatan Secanggang terletak 

pada 3°46„17‖ LUi- 03°57„30‖ LU dan antara 98°27„45‖ BT–98°39„40‖ BT. 

Secara geografis Kecamatan Secanggang berbatasan dengan sebelah utara Selat 

Malaka, sebelah timur Kabupaten Deli Serdang, sebelah selatan Kecamatan Stabat 

dan sebelah barat Kecamatan Hinai/Kec. Tanjung Pura. Kecamatan Secanggang 

merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Langkat yang terletak di sebelah 

barat Kabupaten Langkat. Kecamatan Secanggang memiliki 10 desa dan 1 

kelurahan. Suku Melayu dan Suku Banjar hampir merupakan keseluruhan 

penduduk kecamatan ini atau sekitar 95%, disusul suku lain, yakni Jawa, Batak 

dan lain-lain. Sebagian besar penduduk berkerja sebagai petani.  

4.1.2 Identitas Responden 

Penelitian ini menggunakan 40 resonden yang terdiri dari Kepala desa, 

Sekertaris desa, Kaur atau Kasi Desa, dan bendahara desa dari masing- Masing 

desa yang ada di kecamatan secanggang. Berikut ada identitas responden 

berdasarkan usia:  
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Gambar 4.1 Identitas Berdasarkan Usia 

 
Sumber : data diolah, 2024 

 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari 40 sampel yang diambil penelitian 

ini di dominasi oleh responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 16 responden 

dan 41-50 tahun sebanyak 16 responden. Selain itu pada usia 51-60 tahun 

sebanyak 10 reponden, 21-30 tahun sebanyak 7 responden, dan hanya ada 1 

reponden yang berusia > 60 Tahun.  

Gambar 4.2 Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Sumber : data diolah, 2024 

 

Penelitian ini memiliki jumlah responden berjenis kelamin laki-laki lebih 

banyak dari pada responde yang berjenis kelamin perempuan. Responden yang 

berjenis kelamin laki laki sebanyak 24 responden dan perempuan sebanyak 16 

Responden. 
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4.1.3 Deskripsi Data 

Hasil pengolahan data dengan uji frekuensi tersebut telah dilakukan peneliti 

dengan menggunakan bantuan program Statistical Program and Service 

Solutionseri 20.0, dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 Deskripsi Data Variabel Akuntabilitas (X1) 

No Pernyataan 
Tanggapan Total 

F 

Total 

Skor 

Rata-

rata 

skor 

Kategori 
  SB   B CB TB STB 

1 

Semua penerimaan 

dan pengeluaran 

desa dilaksanakan 

melalui rekening kas 

desa dan didukung 

oleh bukti yang 

lengkap dan sah. 

F 17 18 5 0 0 40   

4,3 
Sangat 

Baik 

% 43 45 13 0 0     

Skor 85 72 15 0 0   172 

2 

Laporan keuangan 

yang disajikan telah 

memuat dan 

mengungkapkan 

informasi yang 

cukup memadai. 

F 11 29 0 0 0 40   

4,3 
Sangat 

Baik 

% 28 73 0 0 0     

Skor 55 116 0 0 0   171 

3 

Pemerintah desa 

telah mengikuti 

prosedur 

pelaksanaan 

pendapatan, belanja 

desa, dan 

pembiayaan desa 

sesuai dengan 

jumlah yang 

ditentukan 

F 11 15 14 0 0 40   

3,9 Baik 

% 28 38 35 0 0     

Skor 55 60 42 0 0   157 

4 

Penyusunan 

Laporan 

pertanggungjawaban 

memuat realisasi 

pendapatan, belanja 

desa dan 

pembiayaan desa 

secara lengkap 

F 12 24 4 0 0 40   

4,2 
Sangat 

Baik 

% 30 60 10 0 0     

Skor 60 96 12 0 0   168 

5 

Pemerintah desa 

tepat waktu dalam 

menyusun laporan 

keuangan desa 

F 13 20 7 0 0 40   

4,2 
Sangat 

Baik 
% 33 50 18 0 0     

Skor 65 80 21 0 0   166 

6 Pemerintah desa F 14 24 2 0 0 40   4,3 Sangat 
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tepat waktu dalam 

menyerahkan 

laporan 

pertanggungjawaban 

keuangan desa 

% 35 60 5 0 0     Baik 

Skor 70 96 6 0 0   172 

7 

Informasi anggaran 

dana desa bisa 

diakses atau dilihat 

diwebsite desa.  

F 10 16 13 1 0 40   

3,9 Baik % 25 40 33 3 0     

Skor 50 64 39 2 0   155 

Sumber: SPSS, 2024 

Berdasarkan dari data pada tabel diatas adalah hasil dari uji frekuensi data 

jawaban kuesioner responden yang berkaitan tentang variabel Akuntabilitas (X1), 

bahwa pernyataan yang paling dominan direspon oleh responden setuju dan 

sangat setuju dengan jumlah  40 responden adalah pertanyaan no 2, menjawab 

setuju sebanyak 29 responden atau 72,5%, yang menyatakan Sangat Setuju 

sebanyak 11 responden atau 27,5. Tampilan grafik pada hasil deskriptif data pada 

variabel Akuntabilitas dapat dilihat di bawah ini: 

 

Grafik 4. 1 Diagram Deskriptif Akuntabilitas (X1) 

Berdasarkan penyebaran angket kepada responden diperoleh nilai-nilai 

frekuensi jawaban responden tentang variabel Transaksi (X2) sebagai berikut: 

31%

52%

16%

1%

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik
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Tabel 4.2 Deskripsi Data Variabe Transparansi (X2) 

No Pernyataan 
Tanggapan Total 

F 

Total 

Skor 

Rata-rata 

skor 
Kategori 

  SB   B CB TB STB 

1 

Adanya peraturan 

perundang-

undangan yang 

mengatur 

transparansi. 

F 13 20 7 0 0 40   

4,15 Baik 

% 32,5 50 17,5 0 0     

Skor 65 80 21 0 0   166 

2 

Adanya Kerangka 

kerja hukum yang 

memberi definisi 

yang jelas tentang 

peran dan 

pertanggungjawaban 

bagi semua aspek 

kunci di manajemen 

fiscal. 

F 9 29 2 0 0 40   

4,18  Baik 

% 22,5 72,5 5 0 0     

Skor 45 116 6 0 0   167 

3 

Adanya keterbukaan 

dalam rangka 

anggaran ( Proses 

penganggaran). 

F 14 24 2 0 0 40   

4,3 
Sangat 

Baik 

% 35 60 5 0 0     

Skor 70 96 6 0 0   172 

4 

Dipublikasikan hasil 

laporan anggaran 

yang telah diaudit 

oleh lembaga yang 

berwenang 

F 5 28 7 0 0 40   

3,95  Baik % 12,5 70 17,5 0 0     

Skor 25 112 21 0 0   158 

5 

Adanya lembaga 

audit yang 

independen dan 

efektif 

F 11 29 0 0 0 40   

4,28 
Sangat 

Baik 
% 27,5 72,5 0 0 0     

Skor 55 116 0 0 0   171 

6 

Adanya system 

peringatan diri 

(early warning 

system) dalam kasus 

buruknya eksekusi 

atau keputusan 

anggaran. 

F 17 18 5 0 0 40   

4,3 
Sangat 

Baik 

% 42,5 45 12,5 0 0     

Skor 85 72 15 0 0   172 

7 

Adanya keterbukaan 

informasi selama 

proses penyusunan 

anggaran 

F 20 13 7 0 0 40   

4,3 
Sangat 

Baik 
% 50 32,5 17,5 0 0     

Skor             172 

8 

Adanya kesempatan 

bagi masyarakat 

sipil untuk 

berpartisipasi dalam 

proses 

penganggaran 

F 10 16 13 1 0 40   

3,89 Baik 
% 25 40 35,5 2,5 0     

Skor 50 64 39 2 0   155 

Sumber: SPSS, 2024 
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Berdasarkan dari data pada tabel diatas adalah hasil dari uji frekuensi data 

jawaban kuesioner responden yang berkaitan tentang variabel Transaksi (X2), 

bahwa pernyataan yang paling dominan direspon oleh responden setuju dan 

sangat setuju dengan jumlah  40 responden adalah pertanyaan no 5, menjawab 

setuju sebanyak 29 responden atau 72,5%, yang menyatakan Sangat Setuju 

sebanyak 11 responden atau 27,5. Tampilan grafik pada hasil deskriptif data pada 

variabel Transaksi dapat dilihat di bawah ini 

 

Grafik 4. 2 Diagram Deskriptif Variabel Transaksi 

Berdasarkan penyebaran angket kepada responden diperoleh nilai-nilai 

frekuensi jawaban responden tentang Peran Perangkat Desa (X3) sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Deskripsi Data Variabe Peran Perangkat Desa (X3) 

No Pernyataan 
Tanggapan Total 

F 

Total 

Skor 

Rata-rata 

skor 
Kategori 

  SB   B CB TB STB 

1 
Perangkat 

desa terkait 

F 11 15 14 0 0 40   
3,93 Baik 

% 27,5 37,5 35 0 0     

31%

55%

14%
0%

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik
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terlibat dalam 

proses 

perencanaan 

penggunaan 

dan desa 
Skor 55 60 42 0 0   157 

2 

Perangkat 

desa terkait 

memberikan 

masukan 

tentang 

rancangan 

APBDes 

kepada 

Kepala Desa 

dan BPD 

F 10 16 13 1 0 40   

3,3 
Cukup 

Baik 

% 25 40 32,5 2,5 0     

Skor 50 64 39 3 0   132 

3 

Perangkat 

desa terkait 

terlibat dalam 

proses 

pelaksanaan 

penggunaan 

dana desa 

F 19 14 7 0 0 40   

4,3 
Sangat 

Baik 

% 47,5 35 17,5 0 0     

Skor 95 56 21 0 0   172 

4 

Perangkat 

desa terkait 

bersama kasi 

menyusun 

RAB, 

memfasilitasi 

proses 

pengadaan 

barang dan 

jasa, 

mengelola 

atau 

melaksanakan 

pekerjaan 

terkait 

kegiatan yang 

telah 

ditetapkan 

dalam perdes 

tentang 

APBDes 

F 13 20 7 0 0 40   

4,15  Baik 

% 32,5 50 17,5 0 0     

Skor 65 80 21 0 0   166 

5 

Perangkat 

desa terkait 

memberikan 

masukan 

tentang 

perubahan 

APBDes 

F 11 26 3 0 0 40   

4,2 Baik 

% 27,5 65 7,5 0 0     

Skor 55 104 9 0 0   168 

6 

Perangkat 

desa terkait 

terlibat dalam 

proses 

penatausahaan 

F 11 29 0 0 0 40   

4,3 
Sangat 

Baik 
% 17,5 72,5 0 0 0     

Skor 55 116 0 0 0   171 
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penggunaan 

dana desa 

7 

Perangkat 

desa terkait 

memberikan 

masukan dan 

melakukan 

audit 

partisipatif 

F 7 31 2 0 0 40   

4,13 Baik 

% 17,5 77,5 5 0 0     

Skor 35 124 6 0 0   165 

Sumber : SPSS, 2024 

Berdasarkan dari data pada tabel diatas adalah hasil dari uji frekuensi data 

jawaban kuesioner responden yang berkaitan tentang variabel Peran Perangkat 

Desa (X3), bahwa pernyataan yang paling bervariasi direspon oleh responden  

dengan jumlah  40 responden adalah pertanyaan no2, menjawab tidak setuju 

sebanyak 1 responden atau 2.5%, yang menyatakan netral sebanyak 13 responden 

atau 32.5, ynag menjawab setuju sebanyak 16 responden dengan persentase 

sebesar 40% dan terakhir yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden 

atau sebesar 25%. 

 

Grafik 4. 3 Diagram Deskriptif Variabel Peran Perangkat Desa 

Berdasarkan penyebaran angket kepada responden diperoleh nilai-nilai 

frekuensi jawaban responden tentang Pengelolaan APBDes (Y) sebagai berikut: 

28%

55%

16%

1%

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik



60 
 

 

Tabel 4.4 Deskripsi Data Variabel Pengelolaan APBDes (Y) 

No Pertanyaan  SB B CB TB 

STB Total 

Kategori 
F 

Total 

F 
Total Skor 

Rata-

rata 

Skor 

1 

Kepala desa 

menyusun rencana 

pembangunan jangka 

menengah Desa 

(RPJMDes) untuk 

jangka waktu enam 

tahun. RPJMDes 

diterapkan paling 

lambat tiga bulan 

setelah kades 

dilantik 

F 10 16 13 1 0 40  

3,88 Baik 

% 25 40 32,5 2,5 0   

Skor 50 64 39 2 0  155 

2 

Kepala Desa 

bersama BPD 

menyusun rencana 

kerja pembangunan 

desa (RKDes).  

F 13 20 7 0 0 40  

4,15 Baik 
% 32,5 50 17,5 0 0   

Skor 65 80 21 0 0  166 

3 

Sekretaris Desa 

menyusun rancangan 

peraturan desa 

tentang Anggaran 

pendapatan dan 

belanja desa 

(APBDes) 

berdasarkan RKPDes 

F 5 28 7 0 0 40  

3,95 Baik 

% 12,5 70 17,5 0 0   

Skor 25 112 21 0 0  158 

4 

Sekretaris Desa 

melaporkan 

rancangan peraturan 

dan tentang 

Anggaran 

Pendapatan dan 

belanja desa 

(APBDes) kepada 

kepala desa 

F 4 29 6 1 0 40  

3,9 Baik 

% 10 72,5 15 2,5 0   

Skor 20 116 18 2 0  156 

5 

Sekretaris Desa 

menyampaiakn 

rancangan peraturan 

dana tentang 

Anggaran 

pendapatan dan 

Belanja Desa 

(APBDes) kepada 

BPD untuk dibahas 

bersama paling 

lambat bulan oktober 

tahun berjalan 

F 9 26 5 0 0 40  

4,1 Baik 

% 22,5 65 12,5 0 0   

Skor 45 104 15 0 0  164 

6 

Semua penerimaan 

dan pengeluaran 

desa dalam rangka 

pelaksanaan 

kewenangan desa 

dilaksanakan melalui 

F 11 29 0 0 0 40  

4,28 
Sangat 

Baik 

% 27,5 72,5 0 0 0   

Skor 55 116 0 0 0  171 
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rekening desa. 

7 

Semua penerimaan 

dan pengeluaran 

harus didukung oleh 

bukti yang lengkap 

dan sah 

F 27 12 1 0 0 40  

4,65 
Sangat 

Baik 

% 67,5 30 2,5 0 0   

Skor 135 48 3 0 0  186 

8 

Penggunaan biaya 

tak terduga terlebih 

dahulu harus dibuat 

rincian anggaran 

biaya yang telah 

disahkan oleh kepala 

desa 

F 9 27 4 0 0 40  

4,13 Baik 

% 22,5 67,5 10 0 0   

Skor 45 108 12 0 0  165 

9 

Laporan 

pertanggungjawaban 

disampaikan ke 

Kepala desa setiap 

bulan paling lambat 

tanggal 10 bulan 

berikutnya 

F 7 27 6 0 0 40  

4,03 Baik 

% 17,5 67,5 15 0 0   

Skor 35 108 18 0 0  161 

10 

Bendahara desa 

wajib melakukan 

pencatatan setiap 

penerimaan dan 

pengeluaran serta 

melakukan tutup 

buku setiap bulan 

secara rutin 

F 17 18 5 0 0 40  

4,3 
Sangat 

Baik 

% 42,5 45 12,5 0 0   

Skor 85 72 15 0 0  172 

11 

Bendahra desa wajib 

mempertanggung 

jawabkan uang 

melalui laporan 

pertanggungjawaban. 

F 11 15 14 0 0 40  

3,93 Baik 
% 27,5 37,5 35 0 0   

Skor 55 60 42 0 0  157 

12 

Kepala Desa 

menyampaikan 

laporan realisasi 

Anggaran 

pendapatan dan 

belanja desa 

(APBDes) kepada 

Bupati/Wali kota 

berupa laporan 

semester pertama 

yaitu laporan 

realisasi APBDes 

dan Laporan 

semester akhir yang 

disampaikan peling 

lambat pada akhir 

bulan januai tahun 

sebelumnya 

F 19 13 7 1 0 40  

4,25 
Sangat 

Baik 

% 47,5 32,5 17,5 2,5 0   

Skor 95 52 21 2 0  170 

13 

Laporan semester 

pertama berupa 

laporan realisasi 

APBDes 

F 11 13 16 0 0 40  

3,88 Baik % 27,5 32,5 40 0 0   

Skor 55 52 48 0 0  155 

14 
Laporan semester 

akhir tahun 

F 14 24 2 0 0 40  
4,3 

Sangat 

Baik % 35 60 5 0 0   
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disampaikan paling 

lambat pada akhir 

bulan januari tahun 

berikutnya 

Skor 70 96 6 0 0  172 

15 

Kepala desa 

menyampaikan 

laporan pertanggung 

jawaban realisasi 

pelaksanaan 

Anggaran 

pendapatan dan 

belanja desa 

(APBDes) kepada 

Bupati atau Walikota 

melalui pihak 

kecamatan setiap 

akhir tahun 

F 7 16 17 0 0 40  

3,75 Baik 

% 17,5 40 42,5 0 0   

Skor 35 48 51 0 0  150 

16 

Laporan semester 

pertama berupa 

laporan realisasi 

pelaksanaan 

APBDes yang 

disampaikan paling 

lambat akhir bulan 

juli tahun berjalan, 

sementara laporan 

semester akhir tahun 

disampaikan paling 

lambat bulan januari 

tahun berjalan 

berikutnya 

F 7 26 2 3 0 40  

3,78 Baik 

% 17,5 70 5 7,5 0   

Skor 35 104 6 6 0  151 

17 

Laporan realisasi dan 

laporan pertanggung 

jawaban realisasi 

pelaksanaan 

APBDes di 

informasikan kepada 

masyarakat seperti 

papan pengumuman, 

radio komunitas dan 

media informasi 

F 5 31 4 0 0 40  

4,03 Baik 

% 12,5 77,5 10 0 0   

Skor 25 124 12 0 0  161 

Sumber : SPSS, 2024 

Berdasarkan dari data pada tabel diatas adalah hasil dari uji frekuensi data 

jawaban kuesioner responden yang berkaitan tentang variabel Peran Perangkat 

Desa (X3), bahwa pernyataan yang paling bervariasi direspon oleh responden  

dengan jumlah 40 responden adalah pertanyaan no16, menjawab tidak setuju 

sebanyak 3 responden atau 7.5%, yang menyatakan netral sebanyak 2 responden 

atau 5, yang menjawab setuju sebanyak 26 responden dengan persentase sebesar 
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70% dan terakhir yang menjawab sangat setuju sebanyak 5 responden atau sebesar 

12.5%. 

 

Grafik 4. 4 Diagram Deskriptif Variabel Pengelolaan APBDes (Y) 

 

4.1.4 Hasil Analisis Data 

Evaluasi terhadap model yang indikatornya besifakat reflektif meliputi 

pemeriksaan sebagai berikut:, (1) discriminant validity, (2) internal consistency 

atau construct reliability, (3) average variance extracted, dan yang akan diuraikan 

di bawah ini yaitu sebagai berikut: 

a. Convergent Validity 

Discriminant Validity menggunakan nilai cross loading.Nilai cross 

loading masing-masing konstruk dievaluasi untuk memastikan bahwa korelasi 

konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada konstruk lainnya. Nilai 

cross loading yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,7 (Ghozali dan Latan, 

2015). Hasil analisis discriminant validity disajikan pada tabel dibawah ini 

sebagai berikut: 

27%

55%

17%

1%

COLUMN1

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik
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Tabel 4.5 Cross Loading 

 X1 X2 X3 Y 

X1.P1 0.925 0.934 0.870 0.904 

X1.P2 0.764 0.776 0.758 0.799 

X1.P3 0.783 0.782 0.743 0.794 

X1.P4 0.783 0.782 0.743 0.794 

X1.P5 0.913 0.971 0.941 0.914 

X1.P6 0.883 0.852 0.803 0.884 

X2.P1 0.913 0.971 0.941 0.914 

X2.P2 0.925 0.934 0.870 0.904 

X2.P3 0.764 0.776 0.758 0.799 

X2.P5 0.783 0.782 0.743 0.794 

X2.P6 0.925 0.934 0.870 0.904 

X2.P7 0.725 0.910 0.810 0.789 

X3.P1 0.783 0.782 0.743 0.794 

X3.P2 0.813 0.871 0.741 0.714 

X3.P3 0.755 0.917 0.842 0.722 

X3.P4 0.913 0.971 0.941 0.914 

X3.P5 0.773 0.762 0.743 0.794 

X3.P6 0.764 0.776 0.758 0.733 

Y.P2 0.913 0.971 0.941 0.914 

Y.P3 0.713 0.743 0.745 0.734 

Y.P6 0.764 0.776 0.758 0.733 

Y.P8 0.862 0.785 0.708 0.830 

Y.P10 0.925 0.934 0.870 0.904 

Y.P11 0.783 0.782 0.743 0.794 

Y.P12 0.759 0.768 0.730 0.845 

Y.P15 0.864 0.786 0.778 0.833 

Y.P17 0.953 0.871 0.841 0.714 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0 

Dari table diatas dapat dilihat bahwa semua loading indicator terhadap 

konstruk > 0,7. Oleh karena ini dapat disimpulkan bahwa model ini telah 

memenuhi syarat Discriminant Validity.  Dari hasil analisis data cross-

loading yang telah dilakukan pada penelitian mengenai pengaruh 

Akuntabilitas, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa terhadap 

Pengelolaan APBDes, dapat dilihat bahwa setiap variabel indikator 

memiliki nilai loading yang signifikan terhadap konstruk yang sesuai. Untuk 
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variabel Akuntabilitas (X1), nilai loading terendah ditemukan pada 

pertanyaan X1.P2 (0.764), sementara nilai loading tertinggi diperoleh dari 

pertanyaan X1.P1 (0.925), menunjukkan bahwa indikator yang berhubungan 

dengan perencanaan memiliki kontribusi yang paling signifikan terhadap 

konstruk Akuntabilitas. Sementara itu, untuk variabel Transparansi (X2), 

pertanyaan X2.P7 (0.725) menunjukkan nilai loading terendah, sedangkan 

pertanyaan X2.P2 (0.925) memiliki nilai loading tertinggi, menekankan 

pentingnya transparansi dalam pengelolaan APBDes. Variabel Peran 

Perangkat Desa (X3) menunjukkan nilai loading terendah pada pertanyaan 

X3.P2 (0.713), sedangkan nilai loading tertinggi ditemukan pada pertanyaan 

X3.P4 (0.913), menggambarkan pentingnya peran perangkat desa dalam 

pengelolaan APBDes. Sementara untuk variabel Pengelolaan APBDes (Y), 

pertanyaan Y.P3 (0.743) memiliki nilai loading terendah, sementara 

pertanyaan Y.P17 (0.953) memiliki nilai loading tertinggi, menunjukkan 

tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap efektivitas pengelolaan APBDes. 

b. Composite Validity 

Composite reability digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur 

dalam mengukur suatu konsep atau mengukur konsistensi dalam menjawab 

item pernyataan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Composite 

reliability yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi melalui 

cronbach’s alpha (Ghozali & Latan, 2015). Suatu konstruk dinyatakan 

reliabel jika nilai composite reliability melalui cronbach’s alpha dengan 

ketentuan penilaian  > 0.7. Hasil analisis Composite Validitym disajikan 

pada tabel dibawah ini sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Composite Reliability 

No. Variabel Nilai Reabilitas 

Komposit 

Nilai Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

1. Akuntabilitas (X1) 0.867 0.841 Reliabel 

2. Transparansi (X2) 0.953 0.933 Reliabel 

3. Peran Perangkat Desa 

(X3) 

0.833 0.809 Reliabel 

4. Pengelolaan APBDes 

(Y) 

0.893 0.877 Reliabel 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0 

Berdasarkan hasil uji composite reability menunjukkan nilai reabilitas 

komposit variabel Akuntabilitas (X1) sebesar 0,867, variabel Transparansi 

(X2) 0,953, variabel Petan perangkat Desa (x3) 0,833, dan variabel 

Pengelolaan APBDes memiliki nilai 0,893 serta nilai cronbach’s alpha pada 

variabel Akuntabilitas (X1) sebesar 0,841, variabel Transparansi (X2) 0,933, 

variabel Petan perangkat Desa (x3) 0,809, dan variabel Pengelolaan 

APBDes memiliki nilai 0,877. Maka dapat disimpulkan dalam uji composite 

reability seluruh nilai cronbach’s alpha > 0,70 sehingga dapat dikatakan 

dalam penilitian ini semua variabel yang diteliti dinyatakan reliabel dan 

telah memenuhi syarat untuk digunakan dalam pengujian selajutnya. 

c. Avarage Extracted (AVE) 

Validitas konvergen sebuah konstruk dengan indikator reflektif 

dievaluasi dengan Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE 

seharusnya sama dengan 0,5 atau lebih. Nilai AVE 0,5 atau lebih berarti 

konstruk dapat menjelaskan 50% atau lebih varians itemnya (Wong K.K., 

2013, Sarstedt dkk., 2017). nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk 

mengetahui tercapainya syarat validitas konvergen, maka semua konstruk 

telah tercapai syarat validitas konvergen sebab nilai AVE semuanya >0,50. . 
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Hasil analisis Average Variance Extracted (AVE) disajikan pada tabel 

dibawah ini sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Average Variance Extracted (AVE) 

No. Variabel AVE 

1. Akuntabilitas (X1) 0.686 

2. Transparansi (X2) 0.881 

3. Peran Perangkat Desa 

(X3) 

0.645 

4. Pengelolaan APBDes 

(Y) 

0.680 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0 

Berdasarkan hasil Avarage Extracted (AVE) pada masing-masing 

variabel yaitu variabel Akuntabilitas (X1) sebesar 0,686 > 0,50, variabel 

Transparansi (X2) 0,881 > 0,50, variabel Petan perangkat Desa (x3) 0,645 

>0.50, dan variabel Pengelolaan APBDes memiliki nilai 0,680>0.50 

4.1.1 Inner Model  (Model Struktural) 

Evaluasi selanjutnya dalam structural model adalah menilai coefficient of 

determination atau biasa juga disebut dengan mengevaluasi R square (R2). 

Interpretasi nilai R2 yaitu besarnya variability variabel endogen yang mampu 

dijelaskan oleh variabel eksogen. Menurut (Chin, 1998) kriteria R2 terdiri dari tiga 

klasifikasi yaitu nilai R2 0.67 dikategorikan substansial, 0.33 dikategorikan sedang 

(moderat) dan nilai R2 sebesar 0.19 dikategorikan lemah. Hasil coefficient of 

determination (R2) dilaporkan pada Tabel di bawah ini 

Tabel 4.8 Model Stuktural atau Inner Model (R-Square) 

 R Square Adjusted R Square 

Pengelolaan 

APBDes (Y) 
0,980 0,978 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0 

Berdasarkan hasil evaluasi inner model diketahui bahwa hasil evaluasi inner 

model melalui R-Square pada variabel Y diperoleh nilai sebesar 0,980 maka dapat 
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dijelaskan bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan peran perangkat desa 

memberikan pengaruh sebesar 98%  terhadap Pengelolaan APBDes.  

4.1.2 Uji Hipotesis 

Menguji hipotesis dapat dilihat melalui nilai t-statistik dan nilai probabilitas. 

Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai 

t- statistik yang digunakan adalah 1,96 (Muniarti et al., 2013). Sehingga kriteria 

penerimaan atau penolakan hipotesis adalah Ha diterima dan H0 ditolak jika t-

statistik > 1,96. Untuk menolak/menerima Hipotesis menggunakan probabilitas 

maka Ha diterima jika nilai p < 0,05. 

Tabel 4.9 Uji Hipotesis 

 
Sampel 

Asli 

Rata-rata 

Sampel 

Standar 

Deviasi 
T Statistik P Values 

X1 → Y 2,066  1,176 0,021 8,571 0,000 

X2 → Y 3,044 2,059 0,121 3,544 0,004 

X3 → Y 0.874 0,122 0,131 2,282 0,015 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa pada variabel X1 → Y 

menunjukkan nilai tstatistik sebesar 8,571 > 1,95 dengan nilai P-Values sebesar 

0,000 < 0,05 maka dapat diketahui bahwa H1 pada penelitian ini diterima yang 

berarti Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan 

APBDes di Kecamatan Secangang. Pada Variabel Transparansi memiliki nilai 

tstatistik sebesar 3,544 > 1,95 dengan nilai P-Values sebesar 0,004 < 0,05 maka 

disimpulkan bahwa H2 pada penelitian ini diterima yang berarti Transparansi 

berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan Secangang. 

Dan pada variabel Peran Perangkat Desa memiliki nilai tstatistik sebesar 2,282 > 

1,95 dengan nilai P-Values sebesar 0,015 < 0,05 maka disimpulkan bahwa H3 
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pada penelitian ini  juga diterima yang berarti Peran Perangkat Desa berpengaruh 

signifikan terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan Secangang.  

4.2  Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa di 

Kecamatan Secanggang 

Akuntabilitas merujuk pada kemampuan suatu entitas pemerintahan untuk 

memberikan pertanggungjawaban dan transparansi terhadap pengelolaan dana 

publik. Ini mencakup aspek penting seperti ketersediaan dan keakuratan informasi 

keuangan serta adanya mekanisme pengawasan yang memungkinkan pemantauan 

oleh pihak eksternal. Di sisi lain, Pengelolaan APBDes melibatkan serangkaian 

proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap 

penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, 

termasuk alokasi dan penggunaan dana yang efisien dan efektif. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif dan signifikan antara 

tingkat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) di Kecamatan Secangang. Temuan ini tidak hanya memberikan 

pemahaman baru yang mendalam terkait dinamika pengelolaan dana desa, tetapi 

juga memperkuat temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti yang 

disoroti oleh teori agensi, akuntabilitas memainkan peran sentral dalam 

meningkatkan transparansi, pertanggungjawaban, dan efisiensi pengelolaan dana 

publik (Saragih, 2024). Akuntabilitas yang kuat merupakan landasan yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif untuk 

kepentingan masyarakat. 
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Dari hasil analisis data, terlihat bahwa nilai loading terendah ditemukan 

pada pertanyaan X1.P2 (0.764), sementara nilai loading tertinggi diperoleh dari 

pertanyaan X1.P1 (0.925), menunjukkan bahwa indikator yang berhubungan 

dengan perencanaan memiliki kontribusi yang paling signifikan terhadap konstruk 

Akuntabilitas. Pada pernyataan” laporan keuangan yang disajikan telah memuat 

dan mengungkapkan informasi yang cukup dan memadai” responden memberikan 

respons yang kurang baik terhadap pertanyaan tersebut. Respon yang kurang baik 

terhadap pernyataan tentang kecukupan informasi dalam laporan keuangan 

mungkin disebabkan oleh ketidakjelasan, ketidaktransparan, atau kekurangan 

informasi yang relevan dalam laporan tersebut. Selain itu, keraguan terhadap 

akurasi dan keandalan informasi juga dapat mempengaruhi respons negatif. Faktor 

pengalaman sebelumnya dan kepercayaan terhadap proses penyusunan laporan 

juga dapat memainkan peran penting dalam respons yang kurang baik ini. Oleh 

karena itu, penting untuk menyelidiki lebih lanjut penyebab respons yang kurang 

baik ini untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan dalam laporan keuangan di 

masa mendatang. 

Lebih lanjut, pada pernyataan “semua penerimaan dan pengeluaran desa 

dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap 

dan sah” mendapatkan respon yang baik. Respon yang baik terhadap pernyataan 

tersebut menandakan kepercayaan yang tinggi terhadap transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini mencerminkan keyakinan 

bahwa dana desa dikelola dengan efektif dan efisien melalui rekening kas desa, 

serta didukung oleh bukti yang lengkap dan sah untuk setiap transaksi keuangan. 

. 
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.Pentingnya akuntabilitas dalam konteks pengelolaan APBDes juga 

diperkuat oleh temuan studi sebelumnya. (Rosidah et al., 2023) menggarisbawahi 

konsep akuntabilitas sebagai kerangka kerja yang penting dalam memastikan 

integritas pengelolaan dana publik. Dalam hal ini, akuntabilitas menjadi dasar 

yang diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

dan memastikan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab. Penelitian oleh 

(Garrett et al., 2014) juga menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan internal, 

seperti audit, dalam mendukung akuntabilitas dan kualitas pengelolaan dana 

publik. 

Disisi lain, penelitian sebelumnya juga memberikan dukungan teoritis dan 

empiris terhadap hubungan antara akuntabilitas dan kualitas pengelolaan dana 

publik. Studi oleh (Rosidah et al., 2023), misalnya, menyoroti konsep 

akuntabilitas dalam kerangka kerja teoritis yang komprehensif, menegaskan peran 

pentingnya dalam memastikan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab. 

Selain itu, (Garrett et al., 2014) menemukan bahwa kualitas audit internal dapat 

berdampak signifikan pada manajemen laba di sektor kesehatan, menunjukkan 

pentingnya mekanisme pengawasan internal dalam mendukung akuntabilitas dan 

integritas pengelolaan dana publik. 

Dengan demikian, temuan dari penelitian ini menambahkan bukti empiris 

yang kuat pada literatur yang ada, serta memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang dinamika hubungan antara akuntabilitas dan Pengelolaan 

APBDes di tingkat lokal. Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat meliputi 

upaya untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam 

pengelolaan dana desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 
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pengambilan keputusan terkait alokasi dana publik. Dengan demikian, hasil 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya 

meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di Indonesia. 

4.2.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Desa Di 

Kecamatan Secanggang 

Transparansi merujuk pada tingkat keterbukaan dan aksesibilitas informasi 

terkait pengelolaan dana desa, termasuk informasi keuangan, proses pengambilan 

keputusan, dan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut (Ismail et al., 2016). 

Di sisi lain, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

mencakup serangkaian proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pengawasan terhadap penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat setempat, termasuk alokasi dan penggunaan dana yang efisien dan 

efektif. 

Salah satu penjelasan teoritis terkait fenomena ini dapat dikaitkan dengan 

konsep agensi dan teori keagenan. Teori agensi menekankan pentingnya 

pemantauan dan pertanggungjawaban dalam mengelola konflik kepentingan 

antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana publik, yaitu antara 

pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal (Pebrianti, 2021). 

Namun, dalam konteks pengelolaan APBDes, mungkin terdapat faktor-faktor lain 

yang lebih dominan dalam memengaruhi kualitas pengelolaan dana desa, seperti 

kapasitas administrasi, partisipasi masyarakat, atau mekanisme pengawasan yang 

lebih efektif. 
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Dengan kata lain, meskipun transparansi adalah prasyarat penting untuk 

membangun kepercayaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, 

faktor-faktor lain yang mungkin lebih kuat atau lebih langsung berdampak pada 

pengelolaan dana desa dapat mengatasi dampak transparansi yang kurang 

signifikan dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, temuan ini menekankan 

pentingnya memahami secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi 

pengelolaan dana desa untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam 

meningkatkan kualitas pengelolaan APBDes di tingkat lokal. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertanyaan X2.P7 (0.725) 

menunjukkan nilai loading terendah, sedangkan pertanyaan X2.P2 (0.925) 

memiliki nilai loading tertinggi, menekankan pentingnya transparansi dalam 

pengelolaan APBDes. Pernyataan terakait “Adanya Kerangka kerja hukum yang 

memberi definisi yang jelas tentang peran dan pertanggungjawaban bagi semua 

aspek kunci di manajemen fiscal” mendapatkan respon yang baik.  Respon yang 

baik terhadap pernyataan tersebut menandakan bahwa responden menganggap 

pentingnya adanya kerangka kerja hukum yang jelas dalam menentukan peran dan 

pertanggungjawaban dalam manajemen fiskal. Ini mencerminkan keyakinan 

bahwa kerangka kerja hukum yang jelas adalah kunci untuk memastikan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa 

Lebih lanjut, pernyataan terkait keterlibatan masryarakat mendapatkan 

respons kurang baik terhadap pertanyaan tentang kesempatan bagi masyarakat 

sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran. Hal ini mengindikasikan 

adanya masalah dalam partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 

anggaran, yang dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Faktor penyebab 
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respons kurang baik dapat meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang 

peran mereka dalam proses penganggaran dan kemungkinan adanya hambatan 

struktural atau kebijakan yang menghalangi partisipasi. 

Perbaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya partisipasi dalam penganggaran serta memperkuat mekanisme 

partisipasi publik, seperti pertemuan terbuka atau forum dialog antara pemerintah 

dan masyarakat. Diperlukan komitmen pemerintah untuk mendorong partisipasi 

masyarakat sipil dan memastikan suara mereka didengar dalam pembuatan 

keputusan anggaran, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan publik. 

Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap 

faktor-faktor lain yang memengaruhi pengelolaan dana desa di Kecamatan 

Secangang. Salah satu faktor yang mungkin memiliki peran yang lebih dominan 

adalah kapasitas administrasi, di mana keterbatasan sumber daya manusia atau 

kurangnya keahlian dalam pengelolaan keuangan publik dapat memengaruhi 

efektivitas pengelolaan dana desa (Widyatama et al., 2017). Selain itu, partisipasi 

masyarakat dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif juga dapat menjadi 

faktor penentu dalam menentukan kualitas pengelolaan APBDes (Tumbel, 2017). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya penelitian lebih 

lanjut untuk mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor apa yang memengaruhi 

pengelolaan dana desa di Kecamatan Secangang. Pemahaman yang lebih dalam 

terhadap dinamika ini akan memberikan landasan yang lebih kuat bagi 

pengembangan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan 

dana desa dan pelayanan publik di tingkat lokal. 
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4.2.3. Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan 

Anggaran Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Desa Di Kecamatan 

Secanggang 

Peran perangkat desa merujuk pada kontribusi dan tanggung jawab yang 

dimiliki oleh para staf administratif dan pengelola desa dalam mengelola dan 

menyusun APBDes serta menjalankan fungsi administratif lainnya. Di sisi lain, 

Pengelolaan APBDes melibatkan serangkaian proses mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana desa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, termasuk alokasi dan penggunaan 

dana yang efisien dan efektif. 

Namun, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa peran perangkat desa 

berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan Secangang. 

Temuan ini menarik karena menyoroti kompleksitas dalam faktor-faktor yang 

memengaruhi pengelolaan dana desa. Meskipun peran perangkat desa secara 

teoritis dianggap penting dalam proses administratif dan pengelolaan dana desa, 

temuan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain mungkin memiliki pengaruh 

yang lebih signifikan. 

Berdasarkan analisis data juga terlihat bahwa nilai loading terendah pada 

pertanyaan X3.P2 (0.713), sedangkan nilai loading tertinggi ditemukan pada 

pertanyaan X3.P4 (0.913), menggambarkan pentingnya peran perangkat desa 

dalam pengelolaan APBDes. Pada pernyataan “Perangkat desa terkait bersama 

kasi menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola 

atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam perdes 

tentang APBDes” mendapat respon yang baik. Respon yang baik menunjukkan 
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pengakuan terhadap pentingnya peran aktif perangkat desa dalam penyusunan 

RAB, memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta mengelola atau 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perdes tentang APBDes. Ini mencerminkan 

keyakinan akan kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa dengan 

efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 

Lebih lamjut, pada pada pernyataan “Perangkat desa terkait memberikan 

masukan tentang rancangan APBDes kepada Kepala Desa dan BPD” responden 

memberikan respons kurang baik. Respons ini mengindikasikan potensi masalah 

dalam konsultasi dan partisipasi perangkat desa dalam penyusunan APBDes. 

Penyebab respons kurang baik mungkin termasuk kurangnya pemahaman 

perangkat desa tentang pentingnya peran mereka dalam proses anggaran desa dan 

terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam konsultasi. Peran perangkat 

desa penting untuk memastikan representasi kepentingan masyarakat desa dalam 

alokasi anggaran. 

Diperlukan upaya meningkatkan pemahaman perangkat desa tentang peran 

mereka dalam proses anggaran desa serta memastikan tersedianya mekanisme 

partisipasi yang efektif. Langkah-langkah ini akan memperkuat tata kelola 

keuangan desa dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. 

Beberapa penelitian terdahulu memberikan pemahaman tambahan terkait 

temuan ini. Sebagai contoh, penelitian oleh (Rosidah et al., 2023) menekankan 

pentingnya pemantauan dan pertanggungjawaban dalam mengurangi risiko agen 

(pemerintah) yang tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal 

(masyarakat) dalam pengelolaan dana publik. Namun, penelitian ini tidak secara 
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khusus mempertimbangkan peran perangkat desa dalam konteks pengelolaan dana 

desa. 

Di sisi lain, penelitian oleh (Rahadi, 2023) menyoroti peran penting 

kapasitas administrasi dalam memastikan efektivitas pengelolaan dana publik di 

tingkat lokal. Hasil penelitian ini mungkin sejalan dengan temuan bahwa peran 

perangkat desa tidak signifikan dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan 

Secangang, mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain seperti kapasitas 

administrasi mungkin lebih dominan dalam memengaruhi kualitas pengelolaan 

dana desa. 

Hasil penelitian ini menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut untuk 

memahami secara lebih mendalam faktor-faktor apa yang memengaruhi 

pengelolaan APBDes di Kecamatan Secangang. Pemahaman yang lebih 

komprehensif tentang peran perangkat desa dan faktor-faktor lain yang 

memengaruhi pengelolaan dana desa akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi 

pengembangan strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan 

APBDes di tingkat desa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka peneliti menyimpulkan 

beberapa kesimpulan yaitu : 

1.  Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan 

Secanggang, dengan arah pengaruh positif. Hal ini yang artinya jika 

semakin baik akuntabilitas maka semakin baik pengelolaan APBDES yang 

di lakukan pada Pemerintah Desa Tersebut. 

2. Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan 

Secangang, dengan arah pengaruh positif. Hal ini yang artinya jika 

semakin baik Transparansi maka semakin baik pengelolaan APBDES yang 

di lakukan pada Pemerintah Desa Tersebut. 

3. Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes di 

Kecamatan Secangang, dengan arah pengaruh positif. Hal ini yang artinya 

jika semakin baik Peran perangkat desa maka semakin baik pengelolaan 

APBDES yang di lakukan pada Pemerintah Desa Tersebut. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa 

saran yaitu : 

1. Dalam rangka Peningkatan Kesadaran dan Implementasi Akuntabilitas 

pemerintah desa harus mendorong kesadaran dan komitmen yang lebih 

besar terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas di tingkat desa dengan 

mengadakan pelatihan dan penyuluhan bagi staf administratif dan 
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perangkat desa. Hal ini akan membantu memperkuat praktik pengelolaan 

APBDes yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. 

2. Penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan informasi 

terkait APBDes kepada masyarakat. Desa dapat mempertimbangkan 

penyediaan platform informasi atau pertemuan rutin dengan warga untuk 

menyampaikan informasi terkait alokasi dan penggunaan dana desa secara 

lebih transparan. 

3. Peran perangkat desa merupakan elemen penting dalam pengelolaan 

APBDes. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan 

kompetensi dan kerjasama antara perangkat desa dengan pemerintah 

setempat dan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, forum 

diskusi, dan pembentukan tim kerja yang efektif. 
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